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Menimbang : Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali, yang merupakan landa-
san bagl penyusunan Repelila Daerah pedu ditetapkan dengan Peratu-
ran Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer : 64 tahun 1958 tenlang pembentukan Dae-
rah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1978 Nomer :
Bangda 1/9/26 tentang pedoman penyusunan Pola Dasar Pembangu-
nan Daerah ;

4. Peraturan Daerab FPropinsi Bali Nomer : 13/KPTS/DPRD{1971 ten-
tang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat 1 Bali.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno DFRD Propinsi Daerah Tinghat 1 Bali tanggal
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Tenlang Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali ;
Pasal 1.

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali, disusun sebagai be-
rikut :



Bab I Pendahuluan.

Bab 1 Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Bab 111 Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ketiga Daerah
Bali.

(«d) BabIV Penutup.

Pasal 2.
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Utaian materi seperti tersebul dalam pasal 1, terdapat dalam Naskah
Pola Dasar Pembanpunan Daerah Bali seperti tedampir.

Pasal 3.

Dengan adanya Peraluran Daerah ini materi vang belum tertampung
dalam dan tidak berlenfangan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah
Bali ini, dapat diatur dalam ketentuan-ketentuan vang menjadi kewena-
ngan Pemerintah Daergh Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali.

Pasal 4,

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali ini
menjadl landasan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dalam penyusunan
Repelita Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali itu sendiri.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah tanpgal diundangkan.

Ditetapkan di : DENPASAR
Pada tanpgal : 9 Maret 1979,

GUBERNUR KEPALA DAERAHN TINGEKAT I BALI
tt.d.

{ PROF. DR. 1. B. MANTRA ).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGEAT [ BALI
WARKIL KETUA |
t.t.d.

{ I KETUT WIDJANA 5.H. ).




Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.L
Dengan surat Keputusan
Tanggal : 14 Januari 1980 No, : Pem. 10/2/26 - 19,
Diundangkan dalam Tambahan Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali
Mo. : 2 Tanpgal : 4 Pebruari Tahun 1980,
Seri : DNo. b=
Selretaris Wilayah/Daerah Tingkat T Bali,

t.td.

DRS, SEMBAH SUBHAKTL
NIP. 010023939,




A

NASKAH
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAN
PROPINGI DAERAH TINGKAT [ BALI

BAR I
PENDAHULUAN

Pengertian,

1, Pola Dasar Pembangunan Dasrah adalah suatu garis besar kebijalsanaan dan arah
pembanpunan Dacral sebagal pemyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya
adaluh sualy Pola Umum Pembanpunan Daerah vang ditetapkan oleh Dewan Per
wakilan Hakyval Dacrab Tingkal 1 Bali.

9 Pola Umum Pembangunan Dacrah tersebut merupakan rangkaian program-
progeam Pembangunan yang menyelurub, terarah dan terpadu vang berlangsung
secard Lers menerus,

1. Rangkaian program-progeam Pembangunan Daerah yang terus menerus lersebut
dimaksudkan ontuk mewnjudkan setahap demi setahap dan secara berencana apa
vang dicantumkan dalam Tujuan Nasional seperti termaksud didalam Pembukaan
Uneang-Undang 1945, vaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
Tanah Tumpah Dargh Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan keterliban dunia yang
berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Maksud dan Tujpuan.

Malsud ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah untuk memberikan
arah bagi pembapgunan Daerah dalam ruang lingkup Pembangunan Nasional dengan
tujuan, agar dapal diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam wakiu lima tahun
berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-
vila Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam UUD 1945,

Landasan Pembangunan aerah,

I. Landasan [diil Pancasila.

2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945,
3. Garis-Garis Hesar Haluan Nepara.

1. Kondisi Obyektil Dacraly Bali.

- Aeag-Azas Pemmngunan Dacrah,

1. Awas manlaat, jalab bahwa sepala vsaha dan kegiatan pembangunan barus dapat
diman faalkan sebesar-besarnya bapi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahieraan
rakyat dan bagi pengembangan Warga Negara.

2. Agas usgha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan
aspirasi-aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa dan seluruh
Rakyal yang dilakukan secara gotong rovong dan dijiwai oleh semangal kekeluar-
gaun.

3. Awzas Demokrasi, ialah berdasarkan Pancasila vang meliputi bidang-bidang Politik,
Sosial dan Ekonomi, serla vang dalam penyelesaian masalah-masalah MNasional
berusalia sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untul mencapai
mufakat,



4. Azas Adil dan Merala, ialah bahwa hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai
dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa
Hap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasit pembangunan vang layak di-
perlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya vang diberi-
kannya kepada Bangsa dan Negara.

9. Azas perikehidupan dalam Keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-
kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan
material dan spiritual, antara kepenlingan jiwa dan raga, antara ke pentingan indi-
vidu dan masvarakat, antara kepentingan perikelidupan daral, laut dan udara,
serta antara kepentingan daerah dan nasional.

6. Azas Kesadaran Hukum, ifalah bahwa tiap Warga Nepara Indonesia harus selaiu
sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan Negara untuk wenegakkan dan
menjamin kepastian hukum.

7. Azss kepercayaan pada diri sendini, yaitu bahwa Pembangunan Daerah harus ber-
landaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta ber
sendikan kepada kepribadian bangsa,

2. Mocal Dasar dan Fuktoe-Fakeor Domingn.

Disusun sebapai berikut

1. Modal Dasar.
Modal Dasar Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Rakyat dan Daerah Propinsi
Bali ialah .

a. Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia.

b. Kedudukan Geografli Daerah Propinsi Bali tedetak antara Jawa dan Nusa Teng-
tara sebagai wilayah penghubung dan sebagai salah satu pintu gerbang hubu-
ngan inlernasional, khususnya melalui jalur perhubungan udara dan karenanya
Daerah Propinsi Bali mempunyai posisi cukup strategis.

c. Sumbersumber kekayaan alam yang terdapat didaratan dan dilautan menibe-
rikan kehidupan penduduk di Daerah Propinsi Bali disegala bidang,

d. Jumlsh penduduk vang eukup padal yang mempunyai sifat rajin, tekun, serta
memiliki bakat dan ketrampilan khususnya dibidang seni budaya, apabila dapat
dibina dan dikerahkan sebapai tenaga kerja yvang effektif akan merupakan
modal Pembangunan utama bagi usaha Pengembangan disegala bidang.

e. Modal rokhaniah dan Mental, vaitu kepercayaan dan ketagwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tidak temilai harganya bagi
pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan bangsa alas kebe-
naran falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa
bangsa menuju cita-citanya.

[. Modal budaya, yakni budaya yang khas bemsumber pada Agama Hindu yang
berakar kuat dalam masyarakat.

g. Potensi effektif Daerah yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan pro-
duktif yang telah dimiliki oleh Daerah, sepanjang sejaralnya, termasuk kekua-
tan sosial politik antara lain parpol dan golkar, orpanisasi profesi serta organi-
sasi-organisasi traditional, seperti Desa Adat, Subak dan organisasi sosial lain-
nya.

h{"Stabilitas Daerah yang cukup mantap,
DOK ANTTAST
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2, Faktor-Faklor Dominan. :
Dalam menggerakkan dan memanfaathan modal Dasar Pembangunan untuk

mencapai tujuan Pembanpgunan Daerah dengan landasan serta azas-azas tersebut
diatas perlu diperhatikan faktor-fakior dominan tersebut :

4. Maklor demografi dan sosial budaya,

b. Fakior geografi, hydrografie, geologie dan topografie.
£. Faktor Klimatologle,

d. Faktor flora dan fauna.

e, Faktor kemungkinan pengembangannya.

7, Susunan Pola Dusar Pembangunan Daerah.

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yvang diinginkan, baik
dalam waktu lima tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang {25 tahun), maka
Pola Dasar Pembangunan Daerah peru disusun dan dituangkan didalam Pola Umum
Pembangunan Daerah secara sistimatis yang terdirl dari :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
2, Pola Umum Pelita Ketiga Daeral.

Pada dasamya Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang berisi garis-garis
besar kebijaksanaan dan arah pembangunan Daerah Jangka Panjang (25 tahun).
Pola Umum Pelita Ketiga Daerah berisi garis-garis besar kebijaksanaan dan arah pem-
banpunan Daerah Jangka Menengah (& tahun). Pola Umum Pelita Keliga Dacrah di-
susun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pola Umum Pembangu-
nan Daprah Jangka Panjang disesualkan dengan batas kemampuan yvang ada.
Berdasarkan Pola Umum Pelita Ketiga Daerah itu selanjutnya disusun Repelita Dag-
rah yang Ketiga.

BAB I

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGEKA PANJANG
Pendahwoluan,

1. Berkat asung wara nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa
Pemerintah Daerah bersama-sama rakyat di Daerah Bali telah dapal melaksana-
kan Pembangunan Daerah melalui dua tahapan Pelita yakni Pelita I dan Pelita II
sebagai realisasi perwujudan cita-cita Nasional di Daerah sebagai yang terkandu'f:g
dalam Pembukaan UUD 1945 vakni sualu masyarakat adil dan makmur material
dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

2. Meskipun pelbagai keberhasilan dalam pembangunan telah dicapai, lidaklah pgrtu

cepat-cepal merasa puas karena masih adanya masalah-masalah vang dihadapi se-
perli masalah kecepatan pertambahan penduduk didaerah, keterbatasan potensi
daerah dalaiy arti terbatasnya potensi sumber-sumber alam yang dapat di eksploi-
tir bagi peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah dan kemungkinan adanya prob-
lematik dalam bidang sosial budaya sebagai akibat berkembangnya kepariwisataan
dan tehnolopgi,
Ini berarti Dacrah propinsi Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik In-
donesia dalum jangka panjang akan dihadapkan kepada masalah-msaa]n!m vang me-
merlukan penanganan secara berencana dan bertahap melalui serangkaian pemba-
ngunan.,



3.

Agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan benar-benar
terarah dalam mencapai tujuan dan cita-cita daerah dan dalam rangka mencapai
tujuan Masional pedu disusun dan ditetapkan Pola Umum Pembangunan Daerah
Jangka Panjang yang pelaksanaannya telab dimulai sejak tahun 1969 dengan
Pelaksanaan Pembangunan Pelita I dan Pelita Il yang selanjutnya herkesinambu-
ngan melalui Repelita I1T Daerah, Repelita TV Dacrah dan seterusnya yang saling
sambung menyambung dalam satu kesatuan yang serasi.

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang tersebut merupakan garis-garis
besar dan arah pembangunan daerah untuk jangks waktu 25 - 30 tshun bedandas-
kan Paneasila, UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara { GBHN ). Pada
bagian-bagian berikutnya dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka
Panjang ini dijabarkan kekhususan-kekhususan Daerah dengan mengemukakan
ciri-ciri utama Daerah dan kaitannya dengan REPELITA Nasional, yang berturui-
turut diuraikan pada bagian "Kondisi dan Potensi Wilayah”, "Tujuan Pembangu-
nan Daerah™ dan "Arah Pembanpgunan Daerah™,

B. Kondisi dan Potensi Wilayah,
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1.

Kondisi.

Kondisi Fisik.

a, Letak Astronomi : o
Pulau Bali teretak diantara 7°54° dan 8%3' Lintang Selatan, 11526’ dan
115°43" Bujur Timur.

b. Letak Klimatologi dan Meteorologi :
Pulau Bali terletak di daerah equator (terletak antara 23,5DLS dan EE,EDLU}
dan termasuk daerah beriklim tropis. Curah hujan relatip tinggi vaitu 120 mm
per bulan dengan musim penghujan berkisar pada bulan Qktober s/d April dan
musim panas adalah sebaliknya.

c. Letak Maritim :
Pulau Bali dikelilingi cleh lautan yang luas. Disebelah Utara adalgh laut Jawa,
disebelah Selatan adalah lautan Indonesia, disebelah Barat adalah Selat Bali dan
sebelah Timur adalah selat Lom bok.
Keadaan ini sangat mempengaruhi iklim, kesuburan tanah dan kehidupan pen-
duduk di Bali.

d. Letak Ekonomis :
Letak Pulau Bali adalah sangat strategis dan menguntungkan dilihat dari segi
ekonominya, karena merupakan penghubung lalu lintas darat dan laut antara
Pulau-Pulau di Nusa Tenggara dengan Jawa, dan juga merupakan daerah peng-
hubung antara dua Benoa Asia dan Australia.
Inj berarti perhubungan laut dan udara dari Bali ke Benoa lainnva sangat lan-
car. Sebagai daerah Pariwisata maka letak Pulau Bali adalah sangat mengun-
tungkan.

e. Topografl :
Pulau Bali memiliki topografi yang spesifik yaitu B0 % bevgunung dan berju-
rang dengan tanah vang umumnya berasal dari gunung berapi dan struktur vang
rawan terhadap erosi. DI tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang
membujur dari Barat ke Timur dengan puncak terendah 600 m dan tertinggi



4100 m yaitu Gunung Agung di Kabupaten Karangasein, Gunung Bator di
Kabupaten Bangli, Gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan, Gunung Merbuk
di Kabupaten Jembrana. Disebelah Utara dan Selatan pegunungan terbentang
dataran, vang merupakan deerah landai dan menurun secara teratur. Karena
letak pepunungan lebih ke Utara, maka datarannya disebelah Utara lebih sem-
pit dari pada disebelah Selatan.

. Hydrologi dan Orologi (sumber air, hutan, pengairan /sungai) :

Hutan secbagai sumber penyimpanan air dan sumber pengairan lerlelak dite-
ngah-tengah Pulau Bali membentang didaerah pegunungan dari Barat ke Timur,
Luas kawasan hutan menurit data tahun 1975 adalah seluas 124 999 Ha. (22,
19 % dari luas Pulau Bali) terbagi dalam beberapa jenis hutan sebagai berikut :
Hutan produksi 29.092 Ha. Hutan lindung : — mutlak 60.000 Ha, dan tidak
mutlak 35.907 Ha. Sungaisungai yang bersumber dari hutan ini kebanyakan
mengalir kedacrah Selatan dari pada ke Utara, Sungai inl merupakan sumber
irigasi dan bermuara dilaul Indonesia dan Laut Jawa. Sungai disebelah Utara
pada musim panas banyak yang mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan
karena banvak areal hutannya vang perlu direboisasikan.

. Jenis dan Keadaan Lanahnya :
1}). Jenis tanah di Bali dapat dibedakan menjacdi empat bagian :
a). Daerah batu gamping Baral :

Daerah ini meliputi ujung Barat Pulau Bali yang merupakan daerah

kering (Gilimanuk, Buleleng Barat, tanah kapur batu ampar di Keca-

matan Gerokgak.
b). Daerah endapan alluvial Selatan :

Dacrah ini terdir dari endapan-endapan sungai dan lapukan tanah

vulkanik muda schingga keadaannya sangat subur dan baik untuk per-

tanian. Daerah inl merupakan daratan vang luas yang membenlang
dari Daerah Badung sampai ke Gianyar.

c). Daerah batu gamping Selatan :
Daergh ini tedetak didaerah bagian Selatan Pulau Bali yang meliputi
Kuta, Pecatu dan Nusa Penida vang keadaannya sangal kering.

d). Daerah Vulkanik muda :

— Bagian sebelah Baral : Daerah ini meliputi daerah Tabanan sebe-
lah Barat yaitu : disebelah Barat jalan Sinparaja lewat Pupuan.
Daprah  Vulkanik Muda ini topografinya sangat berat, karena
banyak bedembah dan berbukit, tapi cukup baik untuk pertanian
dan sebagian masih berupa hutan.

—, Bagian sebelah Timur : Daerah ini terdetak disebelah Timur jalan
Tabanan - Singaraja lewat Pupuan, vang keadaannya lebih rata
dan lebih baik keadaan perfaniannya, karena lebih mudah me-
ngatur pengairannya.

—  Daerah Gunung Seraya : Daerah ini terletak di ujung Timur Pulau
Bali yang keadaannya kering dan berbatu.

— Lembah Karangasem : Daerah ini terletak disebelah Barat daerah
gunung Seraya dan merupakan depresi dengan Karangasem seba-
gai pusatnya. Karena itu ketika terjadi letusan Gunung Agung
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1963, Daerah Karanmgasem tertimbun lahar vang tebal sehinppa
sampai saal ini tanab itu belum sepenubnya dapat dipergunakan
untuk Ltanah pertanian.

—  Daerabh Pantai Utara : terletak disepanjang pantai Utara, meripa-
kan jalur alluvial yang sempil, Jalur ini termasuk daerah kering.
Tetapi karena banyak adanva mata air terdapat antara Kubutam-
bahan dan Kalisada, maka daerah ini dapatl dipergunakan untuk
pertanian. ;

—  Dacrah Bukit Sidemen : Daerah ini terdapal disebelah Barat Ka-
ranpgasem dan setelah terjadi letusan Gunung Agung 1963 telah
tertutup lahar.

2). Keadaan tanah di Bali sebapai berikul :

a).

b}

Kerusaken-kerusakan wyang timbul akibat bencana alam Gunupg
Agung, bencana alam gempa bumi dan beneana alam lainnya belum
seluruhnya dapat direhahilitir.

Tanah-tanah kritis dan daerab kritis yang terdapat antara lain di Ke-
camatan Kubu Kabupaten Karangasem, Kecamatan Nusa Penida di
Kabupaten Klungkung, daerah Bukit di Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung, bagian baral Kecamalan Gerokgak Kabupaten Buleleng, dan
beberapa daerah di Kecamatan Kubutambahan dan Kecamalan Teja-
kula Kabupaten Buleleng memerukan penanganan secara lebih inten.
sif.

h. Proporsi pengpunaan tanah -
Dilihat dari segi pengpgunaan tanah, maka Bali terbagi menjadi Daerah-daerah :

1. Hutan 124,999 Ha (22,19%),
2 Sawah 95.758,620 Ha. (17,20%),
J. Tegalan 60.102.616 Ha. (10,677%).
4. Kebun/Perkebunan 177.869,602 Ha. (31,58%).
5. Perkampungan/Desa §5.940,489 a. { 9.937%).
6. Kota Kabupaten/Pusat Pertumbuhan 9.577,688 Ha, ( 1,70%).
T. Jalan - jalan 2,196,439 Ha. { 0,39%).
8, Sungai - sungai 3186435 Ha. { 0,57%).
8. Danau/rawa/perikanan 3.323.387 Ha. [ 0,59%),
10. Tanah yang kurang produktif 20.178,215 Ha. { B,18%).

Bedasarkan penyebarannya dimasing-masing Daerah Tingkat 11 terlihal bahwa
sebagian terbesar dari sawah dan perkebunan terdapat di Kabupaten Tabanan,
tegalan di Kabupaten Klungkung, perkampungan dan perkotaan di Kabupaten
Badung, hutan di Kabupaten Jembrana sedangkan tanah yvang kurang produktif
terdapat di Kabupaten Karangasem.

Berhubung dengan menyempiinya tanah pertanian karena meningkatnya ke-
perluan ruang untuk pelbagai pembanpunan merupakan masalah yang penting
untuk mendapat pemecahan dan juga semakin menyempitnya pola pemilikan
tanah Ean adanya petani penggarap memerlukan pemecahan yang sungguh-
sungguh.



i. Luwas Pulau Bali ;

Luas Pulau Bahl dengan beherapa pulau keell-kecil seperti Pulau Nusa Penida,
Pulau Ceningan dan Lembongan mempunyai fuas : 5.632,86 Km2,

Luas masing-masing Daerah Tingkat 11 adalah sebagai berikut :

1. Buleleng 1.320.80 Km2.

2, Jembrana 841,80 Km2.

A, Tabanan 263,06 Km2.,

4. Radung 242580 K2, _ — o

5. Cianyar 368,— Km2. !

6, Banpli 520~ Km2, T T NN COF

T. Klungkung 315, Km2, A Al

8. Karanpgasem 861,70 Km2, =y i = = = B
Jumlah : 5.632,86 Km2, | ~ - - f o

Kondisi Sosial.
a. Penduduk.,
Berdasarkan angka pads Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat [ Bali,
penduduk Pulau Bali adalah sebagai berikut -
~  Tahun 1961 1.782.529 arang.
—  Tahun 1971 2.1201338 orang.

Didalam perkembangan sampai dengan akhir tahun 1975 jumlah penduduk
Pulau Bali menjadi 2.254.222 orang, dengan kepadatannva £ 410 orang/km2.
Apabila dilibat jumlab penduduk Daerab Tingkat 1 Bali sesuai dengan hasil
Sensus tahun 1971, dan hasi! Her-registrasi jumiah pendoduk th, 1976 (2,299,
490 jiwa). dengan menggunakan mmus berganda didapatkan rata-rala prosen-
tase kenaikannya 2,03 % setahun.
Dengan prosentase kenaikan vang demikian, yvang walaupun sudah diimbangi
dengan program Kelunrga Berencana vang sudah cukup berhasil, namun per-
tambahan penduduk untuk  lahun-tahun mendatang tidak dapal dielakkan.
Perfambahan tersebui baik disebablkan oleh kelahiran sendiri, maupun akibat
arus pergeseran pendudulk dari daerah Juar Pulau Bali.
Bertambalinya penduduk secara terus menerus dan dihadapan pada wadah
potensi fisik yang relalil Lelap, menvebabkan kepadatan vang makin mening-
kat. Penggunasn tanah akan lidak sesuai lagi dengan fungsinya hingga dapal
mengangeu lingkungan it sendir, dan dapal menimbulkan berbagai masalah
fisik. sosial, maupun ekonomi.
Untuk menanggulangi masalah-masalah  tersebut  akibat dari pertumbuhan
penduduk, sesuai denpan kebijaksanaan terdahulu untuk masa-masa yang akan
datany fetap ditem puh
Menppalakkan program transmigrasi dengan meningkatkan Kwantitasnya
maupun kwalitasnya.
Program Keluarga Berencana yang telah berhasil, tetap digalakkan, di-
mantapkan dan dibina terus.
—  Dilakukan usaha penertiban penduduk sesuai dengan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat [ Bali, Nomor : 2/76 tanggal 12 Juli 1976.
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h Ekonomi.

Ditinjau dari sepi Sosial Ekonomi dari Penduduk, sesuai dengan Sensus ter-
akhir {1971) prosentasenya per sektor adalah sebagai berikut :

—  Sektor Pertanian +x 66,70 %
—  Sektor Perdagangan + 10,62 %
—  Sektor Jasa : Kemasyarakatan +  B20%
—  Spktor Industrni £+ HTB%

Prosentase sosial eckonomi yang demikian lercermin dari pengelompokan
penduduk vang sebagian besar berada dipedesaan (daerab agraris) vaifu se-
besar 90,19 %, dan lainnya vaitu : 9,81 % berada diperkotaan.

dadi secara dominan struktur sosial ekonomi penduduk berada di sektor
agraris. Denpan memperhatikan batas minimal pemilikan tanah bagi para
petani 2 ha, baik tanah basah maupun kering sesuai dengan Perpu No. 56
tahun 1960 ini sudah mendekati. Sedangkan didalam kenyataannya malahan
sebagian besar para keluarga petani memiliki tanah dibawah ketenluan 2 ha,
akibatnya sudah tentunya produktivitasnya relatif keeil,

Sesuai dengan permasalahan yang dimiliki maka perlu dikembangkan sektor-
sektor lainnya seperti perdagangan, industri, jasa, serta penggalakan program
kependudukan melalui usaha Transmigrasi, KB, maupun penertibannva.

e. Sosial.
1. Agama.

Sejalan denpan sila Keluhanan Yang Maha Esa, merupakan unsur
kehidupan vang mutlak bagi rakvat kita. Karena itu, hidup keagamaan
tersebut hingga kini dan seterusnya perlu dibina sebaik-baiknya, sejalan
dengan pembinaan sektorsektor kehidupan lainnya dalam pembangunan
ini. Sebagal Kenvataan penduduk Bali vang beragama Hindu sampal saat
ini adalah sebanyak 96 % dari jumlah penduduk Pulau Bali, sedangkan
selebihnya terdiri dari pemeluk Agama Islam sebesar 2.5 % Umat Kristen
KKatholik sebanyak 0,6 % ; Umat Kristen Protestan sebanyak 0,5 %; sedang-
kan jumlah pemeluk agama Budha dan Kong Hu Cu masing-masing se-
bhanvak 0,2 7. Antar umat beragama telah berlangsung suasana kehidupan
yvang penuh kerukunan dan terus dibina serla dimantaplkan.

2). Pendidikan.

Bahwa pendidikan mempunyal peranan untuk menunjang segala
gerak pembangunan Daerah Bali secara luas dalam berbagai sektor, Dengan
demikian Kebijaksanaan dibidang pendidikan denpan sepala potensi vang
ada hendaknya mampu menciptakan kader-kader tenaga pembangunan
yvang terampil menpuasai pengetahuan serta tehnologi yang bedandaskan
pandangan hidup Pancasila. Bahwa sesuai dengan tujuan vang telah digaris-
kan dalam pendidikan maka segenap potensi yang ada pedu dikenbangkan
s:an ditingkatkan terus sehingga bermanfaat bagi kesejahleraan masyara-

at.
Sebagai kenyataan di Propinsi Daerah Tingkal 1 Bali sampai saat ini jumlah
sekolah-sekolah dari berbagai jenis adalah sebagai berikut

a). Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta (termasuk MII) sebanyvak 1.626
buah.



3.

4).

b). SLTP Negeri 53 buah dan Swasta/Subsidi/Berbantuan 128 buah.
e). SLTA berjumlah 32 buah dan Swasta/Subsidi/Berbantuan 41 buah.
d). UniversitasfInstitut/ Akademi Negeri 1 buah dan Swasta 8 buah.

Dengan adanya sarana/prasarana pendidikan seperti tersebut diatas dan
ditambah dengan hiaya pendidikan seringan mungkin diharapkan pemera-
taan kesempatan belajar bagl semua usia sekolah, sehingga masalah putus

sekolah (drop ouls) dapat dicegah sejauh mungkin.

Kebudayaan,

Segala aktifitas dibidang ritual-keagamaan beserta: adat-istiadatnya
vang bersifat tradisional positif sampai saat ini masih dipertahankan dan
dipelihara dengan baik diharapkan menjadi sumber penggerak kegairahan
pembangunan di Daerah Bali.

Untuk ity nampak adanya kemajuan dalam program Pemerintah antara
lain dengan pendirian Pusat Kesenian atau Art Centre dan pembinaan seni
budaya, pembinaan lembaga-lembaga tradisional dan lain-lainnya. Selain
itu Pemerintah dalam kebijaksanaan antara lain menetapkan daerah Bali
sebagai Daerah Pariwisata Budaya,

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan selanjutnya
pemerintah akan mengambil langkah-langkah konkrit dengan menempuh
suatu pola program yang terpadu dengan program-program yang ada di
sektor lainnya yang dapat menumbuhkan kreatifitas semi-budaya Bali
dalam memperkaya perbendaharaan seni-budaya bangsa secara keseluru-
han. Dimasa-masa yang akan datang pembinaan dan pengembangan ke-
budayaan di daerah Bali diharapkan akan merupakan kegiatan yang terus
ditingkatkan dan penggarapannya dilakukan secara terkoordinasikan,

Keschatan.,

Pengaruh perkembangan tehnologi, pembangunan, ekonomi dan politik

serta perkembangan lalu lintas pariwisata kesemuanya akan saling berkait-

an mempengaruhi situasi masyarakat didalam sikap hidup, norma dan kai-

dabnya. =,

Ganpgguan-gangguan, dan tekanan-tekanan kondisi sosial budaya dimasya-

rakat akan merupakan masalah kesehatan masyarakal dengan peningkatan

penyakil seperti antara lain : serebro/kardio veskuler, cedera kecelakaan

lalu lintas, pangpuan keseimbangan jiwa.

Status kesehatan masyarakat di Ball tergantung pada beberapa kondisi

yang tercermin dalam beberapa permasalahan yvakni |

a). Permasalahan lingkungan fisik biologis misalnya antara lain : penyedi-
aan air minum sehat/bersih, sanitasi.

b). Masalah lingkungan sosial dan budaya, pengeriian dan peran serta
masyarakat.

ch. Masalah gangguan status kesehatan masyarakat akibat penyalit-penya-
kit menular maupun tidak menular,

d). Masalah pelayanan Kesehatan yang meliputi antara lain : jumlah sa-
rana, penyebaran sarana dan tenaga para medis.
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il

a),

e). Masalah pengadaan, pengembangan tenaga kesehatan vang meliputi
perencanaan, pendidikan dan penggunaannyva.

Adapun status dan kondisi kesehalan yang demikian o sudah ditunjgng
oleh prasarana/sarana, serta tenaga para medisnya, yang walaupun belum
memadai, namun secara berlahap perlu disempumakan, puna mencapai
hasil guna dan daya guna yang sebesar-besamya bagi kesehatan masvara-
kal.

Keluarga Berencana,

Sejak pelaksanaan Repelita 1 usaha yang menyanghkul Keluarga Berencana
di Bali dilancarkan berdasarkan pola 3 dimensi, vailu perluasan janpgkauan,
pembinaan serta pelem bagaan !/ pem budavaan.

Dimensi pertama, perluasan janghauan dapal dilalui secara baik selama
Pelita 1, sedanpkan dimensi kedua, pembinaan diselenggarakan selama Pe-
lita 1. Dalam waktu tiga tahun terakhir Pelita 11, telah dapal sekaligus
ditanamkan dasar-dlasar mengenai  pelembagaan, untuk kemudian har
dapat lebih lancar memasuki fase pembudayaan ditengah-lengah masya-
rakat. Apabila kondisi dapat tetap dipertahankan seperti itu, maka pola
norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahiera, akan dapat dicapai sebe-
lum memasuki tahun 2000, Oleh karena itu usaha dalam bidanp Keluarga
Berencana sudah perlu dilengkapi denpan kegiatan-kegiatan pendukung
lainnya seperti misalnya pendidikan kependudukan, usaha terpadu Kelu-
arga Berencana, dan gizi, peningkatan peranan kaum wanita dan sebagai-
nya.

Semua usaha terpadu diatas ini akan mendorong peningkatan kesejahtera-
an dari masyarakat kita, yaitu dengan cirl penurunan tingkal fertilitas
yang bermakna, dibandingkan dengan situasi pada tahun 197 (0-an.

Dari hasil survey penduduk antar sensus dilaksanakan tahun 1876 terlihat
jelas penurinan tingkal fertilitas di Propinsi Bali sebesar 35% sualu tingkal
penurungn vang sangat menonjol dibandingkan dengan lain-lain Propinsi
di Jawa dan Bali,

Hal ini dimungkinkan didaerah ini, mengingat bahwa masyarakat pedesaan
yang merupakan masyarakat terbesar, telah dapat dijangkau secara merata
dengan pelayanan Keluarga Berencana, yang didasari oleh kesadaran mas-
varakat yang tinggi, terbukti bahwa pada akhir tahun 1978 sejumiah 69 7
dari pasangan usia subur, telah menjadi peserla Keluarga Berencana vany
lestari.

Kescjuhreraan Sosial.

Permasalahan sosial adalah merupakan problema yang senantiasa ada
dan mengikuti manusia selama hayatnya,
Titik tumpu persoalan ini tedetak pada persoalan bagaimana dapat diarah-
kan serta dibanpunnya manusia seutthnyva baik dalam kehidupan manusia
itu pribadi maupun dalam lingkungan masyarakal.
Keutuhan tersebut dirangkaikan dengan pengembalian bagi mereka yvang
herada dalam status abnormal baik fisik maupun psychis vang discbabkan
adanya bencana alam, ketuaan usia (jompo}), vatim piatu, funa (wisma,
karva, susila), penderita cacat (fisik maupun psyehis), akibat pengarul



kenakalan dan bahava narkotika. dimana seluruhnya memerlukan langkah
dan program penanggulan gan. .
Melalui program penanggulangan diharapkan nantinyva dapat mem bawa
serta membeniuk kepribacdian sekaligus memfungsikan merka sebagai
insan-insan vang normal dan sanggup berpartisipasi/melaksanakan pem-
banpunan bagi dirinya sendiri maupun bagi kehidupan masyvarakal serta
fingkunganny a,

d. Politik.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan banvak ditenlukan oleh faklor
sosial politik disamping faklor-fakior lainnya, Dalam bidang politik kesadaran
kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1545 vang
mantap, perlu dipupuk dan dipelibara demi kelancaran usaha mencapai arah
dan sasaran pem bangunan Dacrah dalam rangka tujuan nasional.

Dalam ranpka meneapai sasaran tersebut termasuk didalamnya usaha-usaha
untuk menciplakan, mengkonsolidasikan dan memanfaalkan kondisi-kondisi
serta siluasi uniuk tetap dapat menciptakan suatu sistim politik vang benar-
benar demokratis, slabil, dinamis, cfektif dan efisien,

Kehidupan yang demikian akan dapat memperkuat sistim konstitusional, me-
wujudkan Pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, dalam
run g ki men percepal proses tercapainya tujuan-tujuan pembangunan,

¢, Keamanan .

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah merupakan situasi dan kon-
disi masyarakal vang mutlak harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara
kelanpsungan kewibawaan Pemerintah dan ketertiban masyarakal dalam hubu-
ngannya dengan ketahanan nasional berdasarkan ldeologi Pancasila.

Adalah merupakan kewajiban kita sebagai pendukung, pengem bangan dan pe-
laksanaan dari funpsi keadaan dan ketertiban, vang dalam pelaksanaannya di-
bebankan kepada petugas-petupas keamanan seperti unsur-unsur Palri khusus-
nya maupun ABRI, serta petugas-petugas lainnyva,

Disamping itu partisipasi rakyat sangal besar artinya. Mengenai stabilitas Ke-
amanan dan Keotertiban i Daerah Tingkat 1 Bali yang velatif mantaf, Kiranya
tetap dipelihara sehingga masvarakat merasa aman, lentram serla fairah di
dalam mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam usaha-usaha pembangunan.

2.Putensi.
Potensi-polensi di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, bila ditinjau dad kenya-
taan obyekiil dapat diuraikan dalam beberapa sektor vang satu dengan yang lain
sangat berkait sebapai berkul

a, Sektor Dasar : Bidang Sosial Budaya.
k. Sektor Ulama : Bidang Ekonoml Produksi.
¢. Sektor Penunjang ; Bidang Prasarana/Sarana.

. Sckror Dasar Bidang Sosial Budaya,
Sektor Dasar menyangkul beberapa aspek kehidupan sosial dan budaya
yang meliputi kegiatan-kegiatan diseklor @

1). Agamadan Kepercayaan.,
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2).
. Kesehatan.

1)

).

Pendidikan dan Kebudayaan.

Agamag dan Kepercayaan werhadap Tuban Yang Maha Esa,

al.

k).

Kehidupan keagamaan dan kepercayaan lerhadap Tuhan Yang Maha
Esa makin dikembanglkan, sehingga terbina hidup rukun diantara se-
sama Umat Beragama, diantara sesama penganut kepercayaan terha-
dap tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umal beragama dan Se-
mua penganut  kepercayasn lerhadap Tuban Yang Maha Esa dalam
usgha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkat-
kan amal untuk bersamasama membangun masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka
kehidupan keagamaan dan kepercayvaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa harus semakin diamalkan baik didalam kehidupan pribadi maupun
hidup sosial kemasyarakatan.

Diusahakan supaya terus bertambah saranasarana yang diperfukan
bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercaya-
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan Agama yang
dimasukkan kedalam kurikulum di Sekolah-Scekolah, mulai dari Sekao-
lah Ddasar sampai dengan Universitas-Universitas Negerd.

Pendidikan dan Kebudayaan.

a).

b).

Pendidikan.

Masalah pendidikan adalah masalah yang menyanghkut kemajuan
dan masa depan Dacrah Bali. Oleh karena itu bidang pendidikan mem-
punyai peranan yang sangat menentukan bagi keselamatan dan kebaha-
pinan generasi yang akan datang sebagai penerus kehidupan bangsa.
Berkaitan dengan pembanpunan maka pembinaan terhadap pendidikan
haruslah dilakukan secara terus menerus untuk berhasilnya pembangu-
nan.,

Untuk keperuan itu maka diperukan lenaga pembangunan yang me-
nunjang kebutuhan dalam gerak pembangunan itu sendiri baik kwalita-
tif maupun kwantitatif. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan di-
dacrah dipedukan suatu pola program yang berifat menyeluruh,
Dalam rangka pemerataan untuk mempemoleh Kesempatan belajar akan
dilaksanakan usaha-usaha yang konkrit baik melalui sistim pendidikan
formal maupun informal, terutama untuk mengatasi masalah pemuda
putus sekolah (drop outs).

Berkaitan dengan hal tewscbut diatas Pemerintah akan memberikan
perhatian dan penanganan yang lebih serius dibidang pendidikan antara
lain melalui penyempurnaan fasilitas-fasilitas pendidikan maupun me-
lalui penyempumaan sistim pendidikan yang ada.

Kebudayaan.

Bahwa pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Daerah ti-
dak dapat dilepaskan dari pada pembinaan dan pengembangan kebu-
dayaan nasional secara keseluruhan.

Bahwa unsur kehidupan adat-istiadat beserta nilai-nilai falsafah keaga-
maan yang berdandaskan falsafah Agama Hindu sampai saat ini masth



i

tetap menjadi sumber yang menentukan corak kebudayaan masyarakat
Bali pada umumnpya. Berhubung dengan itu maka dalam usaha pembi-
naan dan pengembangan kebudayaan di daerah agar diselaraskan dengan
ciri-ciri khas terscbut diatas didalam rangka mengembangkan dan me-
numbuhkan keaneka-ragaman kebudayaan nasional sehingga dengan
demikian akan mencenminkan keluhuran kebudayaan bangsa yany
berlandaskan falsafah Pancasila.

Dengan limbulnya kebudayaan daerah yang berkepribadian dan ber-
kesadaran maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudavaan
asing yang negatif, sedang dilain pihak ditumbuhkan kemampuan
masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang
positif, yang menunjang kebutuhan pembangunan.

Keschatan,

Serasi dengan pertumbuhan pada setiap pembangunan, dibidang

Kesehatanpun dilakukan usaha-usaha penyediaan pelayanan Kesehatan
vang lebih meluas dan merata bagi selurub rakvat dengan penyempumaan-
penyempumaan antara laln merehabilitir RSU-RS5U, Puskesmas-Puskesmas,
alat-alat medis, obat-obatan, penyediaan Lenaga para medis serta sarana
pembiavaan operasional yang memadai.
Disamping itu usaha-usaha preventif dibidang Kesehatan tetap digalakkan,
melalui penyehatan lingkungan, penyediaan air minum bersih baik bagi
penduduk pedesaan maupun perkotaan, perbaikan gizi, pemanfaatan obat-
obatan tradisional serta meningkatkan status Kesehatan masyarakat lewat
usaha-usaha Pembangunan Masyarakat Desa (PKMD).

. Sckror Utami
Bidang Ekonomi Produksi,
Dalam bidang ekonomi produksi terdapat dua kegiatan pokok :

1,
2).

1).

Pertanian dalam arti luas.
Kepariwisataan vang bermodal dasar kebudayasn Bali yang bersumber
pada agama Hindu.
Pertanian dalam arti luas.
Daerah Bali sampai saat ini masih merupakan daerah dengan struktur eko-
nomi vang agraris, dimana potensi agraris yang ada relatip terbatas. Pola
kegiatan produklip memberikan gambaran yang eukup banyak rapamnya.
Disamping produksi pangan sebagal kegiatan pokok terdapat kepariwisata-
an sebagai sumber daerah vang terkenal,
Sedangkan produksi perkebunan rakyat(kopi, kopra, dan lain-lain), peter-
nakan, perikanan, juga menempati kedudukan yang penting dalam pola
kepiatan Regional Bali sekarang.
Berikut ini diajukan berbagai aspek dari pada kegiatan tewsebut diatas
dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangannya dimasa depan pada
umumnyva. Kenvataan utama tersebut antara lain :
a). Pertanian Pangan.

Produksi Pangan merupakan [aktor usaha yang tradisional. Manage-

ment tradisional dari pada pertanian dalam kombinasi dengan kesubu-
ran tanah secara potensial dapat menjamin pemenuhan kebutuhan
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2),

).

).

d).

cl.

akan pangan bagl penduduk daerah yang cukup besar kepadatannya.
Unluk meningkalkan hasil produksi pangan (padi, jagung, umbi-umbi- .
an, kacang-kacanpan dan lain-dain) di daerah tersedia kemungkinan
extensifilasi, intensi{ikast dan diversifikasi.

Perkebunan,

Merupakan vsaha yang berkembang dan dikembangkan dengan hasil-
nya yanpg punys arti penting bagi rakvat mavpun Daerah. Sesual de-
ngan kegiatan pokok vang telah divraikan diatas maka peningkatan
hasil dengan ckstensifikasi akan lebih banyak menghadapi persoalan
Khusus vang hars diselesaikan daripada intensifikasi dan diversifikasi,
Hal itu masil pedu diselidiki lebib lanjut dalam kaitannva dengan ke-
bijaksanaan yang integral, Berhasilnya peningkatan produksi dan pen-
dapatan dibidang pertanian dalam arli luas akan sangal besar peranan-
nya terhadap perkembangan industri serta perdapangan lokal, antar
pulau maupun perdagangan luar negeri (exporl).

Ferernakan Rakyar,

Sistim peternakan adalah sistim peternakan rakyal dan umumnyva
menghasitkan temak Konsumsi dan ekspor berupa sapi, babi vang juga
merupakan bahan ekspor utama Daeral Bali disamping komaoditi [ain-
nya. Mengingal bahwa sebagian daripada hasil vang dickspor keluar
Daeral maka Khususnya bagi sekior kegiatan ini masih tevdapat alter-
natif-alternatil peningkatan hasil dan pengolahan mental menjadi
bahan jadi atau setengah jadi { processing).

Perikanan,

Daerah Bali mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembang-
Kan menjadi sumber produksi perikanan vang bermanfaat didalam me-
nanggulangi masalah kekurangan protein hewani dikalangan penduduk
Bali.

Hal ini teriihat jelas dari adanya berjenis-jenis ikan tawar, laul dan
payau. Peningkalan hasil baik dengan cara ekstensifikasi masih sangat
memungkinkan dalam tujuan pemenuhan kebutuhan penduduk Dae-
rah Bali dan untuk ekspor.

Kehutanan.

Berhubung luas pulau Ball 5.632 86 Km2 maka jumlah hasil keseluru-
han yang dapal diperoleh dari hutannya tidaklah cukup besar, untulk
dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan baru vang pokak. Pada waktu
ini luas hutan + 22,197 dari luas daratan dan belum sesual luas vang
disvaratkan untuk pertimbangan hydrologi yang baik. Mungkin masih
dapat diadakan penstrukturan kembali sesuai dengan kebijaksanamm
disamping usaha-usaha reboisasi dan penghijauan, lebih-lebih dalam
rangka pelaksanaan Program “Bali Menuju Pulau Taman™ (Bali vang
indah dan lestari).

kepariwisataan,

Kepariwisataan di Daerah Bali adalah usaha-usaha vang dirintis sejak sebe-
lum perang. Dapat diperkirakan bahwa ada perbedaan pengaruh kepariwi-



sataan tersebut didacrah pedusunan dan didaerah perkotaan. Pola penga-
ruh tersebut belum merata diselurub di Bali, demikian juga dianlara ma-
sing-masing kehidupan baik didaerah pedusunan maupun didaerah perko-
taan.
Didaerah pedusunan yang terkena pengaruh keglatan-kegiatan yang berhu-
bungan dengan kepariwisataan terbatas pada kerajinan tangan, pertanian
cdan tari-tarian sebagal usaha komplementer, sedangkan dikota/tempal ter-
teniu, impact itu adalah dalam bentuk pelayanan {akomodasi, transport
dan jasa-jasa lain) dengan kemungkinan bahwa masib ada hasilnya ditrans-
port keluar Daerah.
Untuk itu peningkatan usaha kepariwisataan dipertimbapgkan alas dua
kemungkinan :
Intensifikasi.
Pembanpunan-pembangunan prasarana vang sekarang sedang berlang:
sung di Daerah Sanur, Kuta, Nusa Dua dan bagian daerah terlentu
lamnya dapal digolongkan kedalam usaha intensifikasi. Demikian pula
peningkalan jalan, Denpasar - Gilimanuk yang akan memberikan sum-
bangan vang berarti didalam mengintensifikasikan Kegunaan prasarana
vang sudah ada dalam menupjang kelancaran lalu lintas perekonomi-
an. Pembangunan prasaranga, sarand, obyek-obyek Kepariwisataan
perlu ditingkatkan dan dipertegas secara spesifik dan secara lebih me-
rala diseluruh Bali. Intensifikasi dalam usaba pendukung kepariwisata-
an, antara lain barang kerajinan, produksi pertanian, perikanan, pe-
ternakan, industri, usaha jasa, dan lain-lain perlu mendapat perhatian
lebih meningkat,
Dalam pengembangan usaha-usaba tersebut, perlu nasib pengerajin,
petani, polongan ekonomi lemah, dan lain-lain usaha keeil dihimpun
dalam satu wadah, antara lain dalam usaha kooperasi.
Ekstensi fikasi.
Agaknya peningkatan hasil dibidang kepariwisalaan untuk masa waktu
vang dekat ini akan lebih menguntungkan pada kegiatan-kegiatan in-
tensifikasi dari pada penanaman modal di obyvek-obyek pariwisata
vang baru. Lebih lanjut kiranya apabila peningkatan kKonsenirasi-
konsentrasi pada pusat fama berhasil, barulah diadakan perluasan-
perluasan yang dalam hal itu hendaknya dilaksanakan sinkron dengan
kebuluhan-kebutuhan usaha-usaha pembangunan disektor yvang lain,
Usaha pengembangan kepariwisataan jelas membawa efek panda dalam
sektor pembanpgunan antara lain perlanian dan khususnya usaha kera-
jinan rakyat dan usaha-usaha jasa lainnya.

Usaha industd dan kerajinan rakyat dan usaha jasa diwakiu-wakiu
vang akan datang atas dasar kondisi obyektip Daerah Bali, mutlak
perlu dikembangkan secara lebih cepat dengan Letap membina suasana
kekhususan Daerah Bali itu sendiri.

Disamping dua kegiatan utama diatas, belum ada penyclidikan geologis
vang Intensip dilakukan untuk mengetahui mineral-mineral dalam kon-
sentrasi-kensentrasi yang penting untuk dijadikan landasan bagi pola kegi-
atan-kegiatan perindustrian yang besar, kecuali konsentrasi kapur yang
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dewasa ini sedang dipertimbangkan kegunaannya untuk material pemba-
ngunan.

Pf;yetidlkan-pmyelidiknn lanjutan masih perlu dilakukan untuk mengeta-
hui apakah berbapgai pola struktur geologis yang khusus masih memungkin-
kan penemuan-penemuan sumbper mineral lain,

Penelitian peothermal yang pemah dilakukan di Danau Beratan, untuk
mendapatkan tenaga panas bumi, hasil sementara memberi petunjuk ter-
dapatnya tenaga panas bumi yang berpolensi cukup besar. Penelitian ini
petiu dilanjutkan dalam rangka percepatan perkembangan pembangunan
diwaktu-waktu yang aken datang.

¢. Sckror Penunjang.

Bidang Prasarana/Sarana.

Secara kwalitatip sesuai dengan kenyataan obyektip dewasa ini, doerah
Bali memiliki potensi yang cukup mencnjol dibidang pertanian, pariwisata dan
kebudayaan. Sampai kapan potensi tersebut dapat dipertahankan sangat ter.
gantung darl pada pembangunan dan penyediaan sarana/prasana yang diarah-
kan untuk dapat menunjang peningkatan pertumbuhan produksi barang dan
jnsa serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam kaitan denpan penunjangan sektor dasar dan sektor utama, maka
sektor penunjang bidang prasaranafsarana yang keadaannya walaupun sudah
semakin meningkat, tetapi masih perlu dilakukan peninghkatan untuk selanjut-
JAya, antara lain :

1). Pengairan.

Prasarana vang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pertanian pangan
adalah penyediaan air irigasi secara berencana dan teratur dengan dijkuti
usaha-usaha menjaga kelestarian sumber-sumber pengairan,

2). Pedistrikan.

Pembangunan perlistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
., masyarakat pedesaan dan kota serta merangsang kegiatan ekonomi.

3). Perhubungan.

Pembangunan prasarana angkutan (darat, laut, ferry, udara) dan perhu-
bungan lainnya ditujukan untuk memperancar arus barangfjasa dan ma-
nusia, keseluruh daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil, se-
hingga bisa menunjang sasaran2 pem bangunan dan tersedia pelayvanan ang-
kutan yang lebih baik, murah, teratur serta lancar, Sedangkan pembangu-
nan jalan mengutamakan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada, Pem-
bangunan jalan baru, dilakuken apabila dapat meningkatkan serta memera-
takan pembanpunan daerah/wilayah terutama jalan yang menghubungkan
pusat produksi dengan daerah pemasarannya.

4). Pos dan Telekomunikasi.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta effisi-
ensi dan efektivitas penyelenggaraannya.



5). Meteorologi.
Pembangunan prasarana meteorologi ditujukan untuk menunjang kesela-
matan pelayaran dan pencrbangan serta untuk kepentingan pertanian.

6). Air Minum.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan dan _knta, diperlu-
kan adanya penyvediain air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat
kesehatan.

C. Tujuan Pembangunan Dacrah,

Tujuan Pembangunan Daerah berandaskan pada GBHN, Trilogi Pembangunan dan
8 Jalur Pemerataan yang pada hakekatnya dapat diuraikan sebagai berikut,

Sesuai dengan kedudukannya yang harus bersifat menunjang dan dalam ruang

lingkup kerangka Pola Umum Pembangunan Nasional, maka tujuan utama Pempba-
ngunan Dacrah lidak bisa lain dari tujuan Pembangunan Nasional yaitu meningkatkan
taral hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil dan
meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Tujuan fersebut selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk sasaran pokok pemba-
ngunan daerah secara merata sebagai berikut :

1.

2
3.
4

Peningkatan produksi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
banyak, khususnya pangan, sandanp dan perumahan,

. Peningkatan penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja,

. Perluasan kesempatan berusaha dan pengembangan ussha-usaha Nasional yang

masih lemah, lermasuk koperasi serta usaha-usaha rakyat keeil lainnya antara lain
dibidang perdagangan, industri, kerajinan rakyat,

. Pembinaan kebudayaan yang bersumber pada Agama Hindu dan yang merupakan

modal dasar untuk pengembangan kepariwisataan di Daerah Bali,

. Arah Pembangunan Dacrah,
1.

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Manusia seutuh.
nya dan Pembangunan bagi seluruh Masyarakat di Daerah Bali dalam rangka pem-
bangunan Nasional/Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya,

- Pembangunan Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap. Adapun tujuan setiap

tahap Pembangunan, untuk meningkatkan taraf hidup dengan kesejahteraan selu-
tuh rakyat di Daerah Bali serta meletakkan landasan yang kuat untuk Pembangu-
nan tahap berikutnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok seperti diuraikan pada paragraf "Tuju-
an Pembangunan Daerah' ditempuh kebijaksanaan Pembangunan Dasrah sesuai
dengan Kebijaksanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan berlandaskan TRI-
LOG] PEMBANGUNAN dimana untuk periode selanjutnya diberikan tekanan
yang lebih menonjol kepada segi pemerataan disamping pertumbuhan yang cukup
Linggi dan stabilitas yvang sehal dan dinamis.

. Selanjuinya untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran melelaui

kebijaksanaan Pembangunan tersebut, maka telah dan akan ditempuh strategi
Pembangunan Daerah yang secara makro ditekankan kepada proses perubahan

23



24

=)

strukturil perekonomian Daerah menuju struktur perekonomian yang seimbang
dan secara sekloral titik beral pembanpunan Daerah Bali diletakkan pada sektor
Pertanian dan seklor Pariwisata, sedangkan secara Regional diusahakan mencip-
takan pertumbuhan yang seimbang dan harmonis antara Wilayah-Wilavah Pemba-
ngunan beserta Pusat-Pusal Pertumbuhannya dan antara Pusat-Pusat Pertumbuhan
dengan Daerah belakangnya (Urban-rural-balanced development),

. Datam vangka stralegi pengembangan regional tersebut Daerah Bali dibapi atas 5

Wilayah Pembangunan yaitu

.

. Wilayah Pembanpunan Bali Timur yang melipuli Kabupalen Kartangasem dan

Kabupaten Bangli dengan Pusat Pertumbuhannya Amlapura denpgan dominasi

aktivitas :

— Pertanian Fangan dan Peternakan,

—  Proleksi lingkungan untuk meneciptakan Daerah Kebudayaan yvang memi-
liki daya larik Kepariwisataan.

. Wilayvah Pembangunan Bali Tengah, vang meliputii Kabupaten Tabanan, Badung

dun Gianyar dengan Pusat Perlumbuhannya Denpasar dengan dominasi aktivi-
tas
—  Pertanian pangan
—  Kepariwisataan
—  Industri Kerajinan dan Prosessing bahan makanan
= Perdagangan
—  Proteksi Lingkungan.
Wilayah Pembanpgunan Bali Barat, vang terdiri dari Kabupaten Jembrana de-
ngan Pusal Pertumbuhannya Negara, dengan dominasi aktivitas :
— Pertanian pangan
— Perkebunan
— Perlkanan
— Industri sedang (pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan hasil lain-
nyal.

. Wilayah Pembangunan Bali Utara, vang terdiri dari Kabupaten Buleleng dengan

Pusat Perlumbuhannya Singaraja, dengan dominasi aktivitas :

—  Pertanian Pangan

= Perkebunan

— Peternakan ;

- Industri sedang {pengolahan hasil pertanian dan hasil lainnya).
— Perdagangan

. Wilayah Pembangunan Khusus Kabupaten Klungkung vang terdini dad Kabupa-

ten Klungkung inclusive duerah Kritis Nusa Penida dengan pusat pertumbuhan-
nya Klungkung denpan dominasi aktivitas :

—  Pertanian pangan

Industri - Kerajinan rakyat

—  Kepariwisataan

— Perdagangan
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. Dalam rangka usaha memeratakan pembangunan diselurub Bali sejalan dengan

strategi pengembangan regional dilanjutkan dengan penyusunan subsub Wilavah
pembangunan antara lain : Sub Wilayah Pembangunan Daprah Kritis, sub Wilavah
Pembangunan centra-centra produksi dan Wilayah-Wilayah pembangunan wisala
dan lain-lainnya untuk mewujudkan keseimbangan antara sektor perkolaan dan
sektor pedesaan (URBD).

. Dengan landasan kebijaksanaan dan strategi pembangunan seperti diuraikan diatas,

maka disusunlah program-program dan proyek-proyek daerah yang pada hakekat-
nyva berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi terutama melalui
sektor pertanian dan sektor pariwisata dengan kemajuan Religius Sosial Budava.
Dalam hubungan ini program penyelamatan sumber-sumber kebudayaan antara
lain pkan dimanifestasikan dalam bentuk proyek penvelenggaraan Pesta Seni dan
pengembangan kebudavaan (Pesta Seni diselenggarakan seliap Lahun).

. Melalui kegiatan Pesta Seni dan pengembangan Kebudayaan tersebut diharapkan

akan dapat dirangsang kreasi-kreasi baru dalam seni dan kebudayaan schingga me-
lalui wilayah-wilavah yang potensial dalam bidang tersebut dapat dibanghitkan
kesadaran untuk mewarisinya dan dikembangkan keeerdasan untuk meninghatkan
mutu nilai-nilai budaya yang diwarisi tersebut.

. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam berbagal bidang dengan pelaksanaan

Pem banpunan Dacrah Jangka Panjang adalah sebagai berikut

a. Bidang Ekonomi :
Struktur ckonomi yang seimbang dimana terdapal kemampuan dan kekuatan
industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan perlanian
vang tangguh. Dengan prinsip bahwa Repelila yang terdabulu mempunyai
sasaran untuk menaikkan tngkat hidup dan kesejahteraan Rakyatl banvak serta
untuk menciptakan landasan bagi Repelita berikutnya, maka struktur ekonomi
yang seimbang itu akan dapat dicapal secara bertahap melalui pelaksanaan
Hepelita-Repelita sebapai berikut :

1). Repelita Pertama : titik beral diletakkan pada sektor pertanian dan seklor
Pariwisata dan Industri vang mendukung sektor perianian dan sektor pari-
wisata,

2). Repelita Kedua : Lilik berat diletakkan pada sektor pertanian dan sektor
pariwisata dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah
menjadi bahan baku dan kegialan-Kegialan yang merupakan komponen
dari industr kepariwisataan.

3). Repelita Ketiga : titik berat diletakkan pada seklor pertanian dan sektor
pariwisata menuju swasembada pangan baik untuk masyarakat dacrah Ball
maupun untuk kebutuhan pariwisata dan meningkatkan induslri yang
mengolah bahan baku menjadi barang jadi khususnya vang berkaitan de-
ngan pengembangan sektor pariwisala serta peningkatan usaha industrif
kerajinan dan usaha-usaha jasa lainnya.

4). Repelita Keempat : titik berat diletakkan pada sektor pertanian dan sek-
tor pariwisata untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan
baik untuk kebutuhan masyarakat Bali maupun uniuk kebutuhan pariwi-
sala dan dengan meningkatkan industri yang berkaitan dengan pengemba-
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i,

ngan sektor pariwisata, usaba-usaha mana akan terus dikembangkan dalam
Repelita-Repelita selanjuinya. Dengan meninghatkan bidang ekonomi me-
lalui sektor pertanian dan sektor pariwisata secars bertahop seperti diurai-
wan diatas, akan terpenuhilah kebutuhan pokok rakyval dan akan tereapai-
lah strukivr ekonomi yvang lebih berimbang, ialab strukier ekonomi de-
ngan titik beral kekoatan indostrd khususnya industel kepariwisataan vang
diduking oleh seklor pertanian vang kuat, selelah dilampaui Pelita vang
Kelima atau vang Keenam untek mencapai tojuan Bombangunan Dacrah
sebapai sub system dari Pembangunan Nasional, vaitu masyvarakal adil
dan makmurb evdasarkan Maneasila,
Bidang Apama dan kepereavasn terhadap Tuban Yang Maha Fsa, Sosial Boda
v, Alas dasar kepercavaan iasvarakol Dacrah Bali sebagai bagian dari Baw gsa
Indonesia ferhadap Tda Sanghvang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Eza maka ke-
hidupan manusia dan masyarakal Dacrih Bali harus benarbenar selaras dalam
hubingannyva dengan Tuban Yanp Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitae-
nya serta memiliki kemantapan Keseimbangan dalam kehidupan lahiriak dan
hiathiniah serta mempunyal fiwa vang dinamis dan semangal pgolong royvong
yang berkembang, seliingga sanggup serta mampu untol melanjulkan perioa
ngan Bangsa dalam mencapai tujuan pembangunon Dacvab dalsm raeglka Dojuan
Nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi vang seimbang. Bentok-
bentule kebudavaan sebagai pengejawaniaban Pribadi Manusia Indonesio i
Daerah Bali harus benac-benar menunjukkan nitai hidup dan makna kesusilaan
vang dijiwai Paneasila. Sedangkan Kebudayaan it sendin harus merapakan
penghayatan nilai-nilai vang tohure sehingga tduk dipisahkan dard manusia bu-
dava Indonesia di Dacrah Bali sebagai pendukungnyva.

Biclan g Poditik dan Pemoerintaban,

Dalam bidang politik di Dacrale dimanlapkan kesadaran kehidupan politik dan
kenegaraan berdasarkan Paneasila dan Undang-Undang Dasar 1845 bagi setiap
Warga Negara, schingga dapal terjamin kelancaran usaha mencapai pembangu-
nan daerah dalam rangka Luuan Nasional .

Dalam rvangka mencapai sasaran ity termasulk didalamnyva usahasusabha
untuk menciptakan, wenkonsolidasikan dan memanlastkan  kondisi-kandisi
serla situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharoan,
kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistim pelitik
yang benar-bepnar demekratis, stabil, dinamis, e (fektil dan elfigien vang dapat
memperkuat kehidupan konstitvsional, mewujudkan Pemeristahan yang ber-
sih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan olel Dewan Perwakilan Rak-
vat yang semakin effekiil serta terwujudnya kesadavan dan kepastian hukum
dalam masvarakal yang semakin mantap.

Bidanyg Perlahanan Keamanan.

Sesuai Dokirin Pertahanan dan Keamanan Nasional, maka diciptakanlah
sistim Pertahanan Semesta yang mampu mensukseskan dan mengamankan per-
juangan Nasional pada umumnya, Pembangunan Daerah sebagai sub svstim
Pembangunan Nasional pada khususnya dari setiap ancaman vang datang cdari
luar negeri serta dari dalam neger, sehingga usaha Bangsa dalam mencapai tu-
juan Pembangunan Daerah dalam rangka tujuan Nasional benar-henar aman dan
teriih,



c. Catatan Dasar,

Pola Umum Pembangunan Daerab Jangka Panjang merupakan landasan
bagi penvusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah, yaitu

Fola Umum Pelita 111 Daerah vang selanjutnya merupakan dasar bagi penyusu-
nan Repelita 111 Daerah.

BAL N
POLA UMUM PELITA KETIGA DAERAH PROPINSI BALI

APendahwluwan,

1. Dengan hasil-hasil positif yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik da-
lam Pelita Pertama maupun Pelita Kedua maka terciptalah keadaan yvang semakin
mantap untuk mulai dengan Pelita Ketiga sebagai pelaksanaan Lahap Ketiga dari
Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

2. Dalam Pelita Keliga ini, sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita Kedua,

akan dipeduas kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan di-
berikan perhatian yang lebili meningkat kepada permasalaban kesejahileraan de-
ngan berlandaskan pada Trilogi pembangunan yailu © pemerataan, laju pertumbuh-
an vang cukup tinggi, dan stabilitas Daerah yang sehat dan dynamis, dengan me-
laksanakan 8 jalur pemerataan pembangunannya.
Demikian pula halnya dengan berbagai bidang lainnya alaw masalah lain dalam
Pelita Kedua belum dapat sepenuhnya dipeeahkan seperti peningkatan laju pem-
banpunan ekonomi di Daerah-Dacrah tertentu di Bali, peningkatan kemam puan
vang lebih cepat bagi golongan ekonomi lemah, pengembangan koperasi, perha-
tian vang lebih besar kepada golongan-golongan miskin, dacrab-caerah kritis,
dan lain-lainnyva.

3. Dalam pelaksanaan Pelila Ketiga Daerah dilanjutkan kebijaksanaan pembangu-
nan yang bedandaskan pada Trilogl Pembangunan ialah
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasiinya vang menuju pada terciplanya

keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
h. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggl,
¢, Stabilitas Daerah dan Nasional yang sehat dan dinamis.

4. Pelita Ketiga meliputi jangka waktu 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984, .

.Tujuan,

Sebagaimana halnya dengan setiap tahap pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Ketiga Dacrah
adalah

1. Meningkaikan tarap hidup, kecerdasan dan kesejahteraan selurub rakyat yang
makin merata dan adil

2. Meletakkan landasan vang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Tarap hidup rakvat diusahakan peningkatannya melalui peningkatan pendapatan
dalam semua golongan masyarakat. Usaha-usaha unfuk menaikkan pendapalan dan
meratakan pendapatan seperti dimalksud dalam Trilogi Pembangunan harus lercermin
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dalam kebijaksanaan pembangunan baik dilihat dari aspek Sekloral, aspek makro
rvaupun dari aspek regional.

Secara Sekioral titik berat pembangunan Daerah dilihat pada Sektor Pertanian dan
Sektor Pariwisala sesuai dengan kekhususan dan potensi yang dimiliki olel Daerah
Bali. Usaha peningkatan produksi dalam rangks pemenuhan kebotulan pokok rakyat
banyvak khususnya pangan, mendapal priovitas dalmn pembangunan dl Sektor Perta-
nian.

Peningkatan produksi barang dan jasa di seklorsektor lainnva disam ping secara lang-
sung diusahakan dengan tujuan antuk pemenulan kebuluhan masvarakat seperti
pemienuhan  kebutuhan akan sandang, perumshan, penyedidan  sarana/prasarana
pendidikan dan pelayanan keschatan, juga ditujukan untuk peningkatan dan pedua-
san Kesempalan kerja, perluasan Kesempatan berusaha dan pengembangan usaha2 Na.
sional di Dacrah yang masih lemah, termasuk koperasi serta usaha? rakvat kecil lain.
nya seperli dibidang perdagangan, industd-kerajinan rakvat daerals kritis dan sebagai-
nya. Pembingan Kebudayaan vang bersuimber pada agama Hindu dan yang merupa-
kan modal dasar untuk pengembangan kepariwisataan di Dacrah Bali ditujukan untuk
sedapat mungkin menciplakan keserasian anlara kemajuan dibidang ekonomi dengan

kemajuan religius sosial budaya,

Seeara macro pembangunan Daetah sebagai Sub-system dari pembangunan Nasional
bertujuan unluk mencapai laju pertumbuhan vang cukup tinggi dengan struktur per-
ehonomian yang seimbang dimana seeara aggrepgalif hijuan tersebul harus serasi dan
didukung oleh tujuan-lujuan vang akan dicapai dalam tiap-tiap sektor dimana diha-
rapkan liap-tiap sekior dapat memboerikan sumbangannya sesuai dengan  peranannya
Inasing-masing.

Secara regional pembangunan Daeral sebagai bagian dari wilayah pembangunan MNa-
sional bertujuan untuk menghindari pertumbuhan antar wilayah vang tidak seimbang
{regional inequality), atau dengan kata lain berusaha untuk menciplakan pertunthu-
han antar wilayah vang seimbang (regional equalily).

Dengan kescimbangan dan keserasian pertumbuhan torsebul, dimaksudkan adanya
keseimbangan dan keserasian pertumbuhan baik antara pertumbuban wilavah yang
satu dengan wilayah lainnya dalam suatu untaian hierarchis dari wilayah-wilayah
pembanpunan dalam suatu sysbem pewilavahan pembangunan Nasional maupun ke-
serasian dan keseimbangan pertumbulian antara pusat-pusat pertumbuhan dengan
daerah-dacrah pengaruhnya melalui proses polarisasi baik polarisasi lehnik, polarisasi
income, polarisasi  phsychologls maupun polarisasi geoprafis.

- Prioritas Pembangunan Dacrah.

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka dalam Pe-
lita IIL Daerah Bali, prioritas pembangunan diletakkan pada Bidang Ekonomi
dengan menilik beratkan pada seklor pertanian dalam arti vang luas menuju swi-
sembada pangan dengan meningkatkan scktor industr yang mengolah bahan men.
tah menjadi bahan selengah jadi dan jadi dan Pariwizata vang bermodal dasar Ke-
budayaan Bali yang bersumber pada Agama Hindu, serta industri keeil dan keraii-
nan yang menunjang sektor Pariwisata itu sendiri,

2. Bejalan dengan prioritas pembangunan bidang e konomi tersebut, maka pembangu-
nan dalam bidang sosial budaya, politik dan laindain akan ditingkatkan sejalan
dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pembangunan bidang e konomi ilu
sendir.



12, Arah dan Kebijaksanaan Pem bangunan.

1.

Dalam Repelita 111 Daerah arah dan kebijaksanaan pembangunan yang dilempuh
selama Pelita 1L perfu dilanjutkan dan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasa-
kan peningkatan kesejahteraan vang makin merata bagi selurub rakyatl, dan de-
ngan demikian makin memperkokoh Ketahanan Nasional,

. Pelaksanaan Pembangunan Daerah harus berjalan bersama-sama dengan pembinaan

dan pemeliliaraan Stabilitas Dacrah dalam ruang lingkup Stabilitas Nasional yang
sehal dan dinamis baik dibidang politik dan ekonomi, karena Kegoncangan-kegon.
cangan dalam masyarakat dan Kegoncangan ekonomi akan menghambal pemban-
npunan. Dengan demikian Slabilitas Daerab dalam ruang lingkup Stabilitas Nasi-
onal memperlancar Pembangunan Daerah dan Pembangunan Daerah memperkuat
Stabilitas Daerah dalam muang lingkup Stabilitas Nasional,

o Untuk memantapkan Stabilitas Daerab dalam mwang lingkup Stabilitas Nasional

dibidang politik, harustah divsahakan makin kokohnva persatuan dan kesatuan
Bangsa serta makin tegak tumbubnya kehidupan yang konstitusional, demokratis
dan berdasarkan hukum. Guna meningkaikan kelerliban dan kepastian hukum
dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan svaral bagi lerciptanya Stabilitas
Daerah dalam ruang lingkup Stabilitas Nasional vang mantap, maka pedu adanya
usaha-usaha pembinaan yvang terus menerus lerhadap aparaiur Pemerinlah pada
umumnya dan aparatur Penegak Hukum pada Khususnya unluk meningkatkan
kemampuan dalam melaksanakan ugasnva dan juga meningkalkan kewibawaan-
nya. Usaha-usaha ini merupakan pembangunan dibidang politik, aparatur Peme-
rintah dan hukum, yang mana akan mendorong makin berkembangnya kreativitas
masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksana-
an pembangunan.

. Beadaan keamanan dan ketertiban umum perlu tetap dipelihara dan ditinghatkan

untuk menjamin terpeliharanya Stabilitas Daerah dalam ruang lingkup Stabilitas
MNasional dan kelancaran pelaksanaan Repelita [T1.

o Arah Pembangunan Daerah dalam lahap Pembangunan ini adalah wsaha dalam

rangka realisasi secara bertahap arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang vang
bersasaran pada terciptanya landasan vang kuat bagi Bangsa Indonesia.Uniuk
tumbuh dun berkembang atas Kekuatannya sendin menuju masyarakat adil dan
makmur bedandaskan Pancasila, sedang titik berat dalam pembangunan jangka
panjang adalah pewibanpunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk men-
capai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, sedangkan pem-
bangunan diluar biding ekonomi tersebul dilaksanakan seirama dan serasi dengan
kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Dengan peningkatan hasil-hasil
datam bidang ekonomi maka lersedialah sumber-sumber pembangunan yvang lehih
luas bagi peningkatan pembangunan dibidang sosial budava, politik dan pertaha-
nan keamanan,

. Pelaksanaan pembanpunan bidang ekonomi harus dilanjutkan bahkan ditingkatkan

dari pada sebelumnya. Peninghkatan pembanpunan ekonomi berarti bertambahnya
produlksi barang dan jasa dengan laju pertumbuban yang lebih cepal. Dalam hubu-
ngan ini pengembangan bidang perlanian dan kepariwisataan termasuk pembangu-
nan sarana-sarana dasar dan sarana penunjangannya dalam tahapan pembangunan
ini harus diteruskan dan diperluas.
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. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggl dalam Pelita 111, harus

dapal dicapai kenaikan produksi dan jasa diberbagal seklor pembanginan ekono.
mi yang meliputi sektorsektor pertanian, pariwisata, industri, prasarana dan lain-
lainoya. Dalam mendukung pembanpunan diberbagal sektor tersebut yang harus
selalu berorientasi pada perluasan kesempatan kerja dan penggunaan eknologi
vang tepat puna atau teknolog vang padat karya,

. Pembangunan sekior perlianian dalam arti luas pedu terus ditingkalkan melalui

usaha-usaha intensifikasi, ektensifikasi dan diversifikasi, bukan saja dengan tujuan
untuk meningkatkan produksi perlanian yvang sangab penting guna memenuhi ke-
butuhan pangan dan meningkatkan ekspor, tetapi juga untuk meningkatkan pen.
dapatan sebagian besar rakyvat, dalam rangka peningkatan harkat dan marlabatl
rakyal pedesaan serta untuk menjadikan sektor pertanian semakin kuat guna men-
dukung perkembangan industri.

. Pembangunan sektor industri perlu ditingkatkan dan diperuas, disamping untuk

memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produksi disektor industri,

Juga untuk makin menseimbangkan struktur ekonomi sehingga pada sualu saat

perkembangan disekior industr didukung oleh pertanian vang kuat.

Uniuk pembiayvasn Pelila 11 diperlukan pembiayasn vang cukup besar, Kareny
pembangunan ilu semakin meningkat, maka diperdukan usaha-usaha untuk sema-
kin menpgerakkan dana-dana pembangunan baik melalui peningkatan penerimaa
daerah/perpajakan daerah, penanaman modal sektor Femerintab {Pusat, Propinsi,
Kabupaten), perkreditan, swadaya masyarakat. Dalam hubungan ini sistim per-
pajakan  perlu disempurnakan agar kegiatan ekonomi semakin  berkembang,
Kemampuan dacrah dan masyarakal untuk membiayai pem bangunan dari sumber-
sumber daerah senditi semakin meningkat, dan pembagian beban pembangunan
antara polongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan ren-
dah semakin sesuai dengan rasa keadilan masyarakel. Disamping itu sistim perpa-
jakan harus pula dapat membaniu menciplakan pola hidup sederhana, yang sangat
penting untuk memperkokob solidaritas sosial. Segala pajak harus didasarkan atas
peraturan perundangan. Untuk itu dipedukan aparal perpajakan yang mampu dan
bersih.

Disamping sumber pembiayaan temsebut diatas perlu puta ditingkatkan usaha un-
tuk meningkatkan pendapatan devisa melalui ekspor dan pariwisata, Untuk ini
perlu diambil langkahlangkah untuk mendorong ekspor dan meningkatkan pari-
wisata.

Penanaman modal asing di daerah sesual kebijaksanaan Pemerintah Pusat dilaku-
kan diseklor-sektor yvang produksinya belum memenuhl kebutuhan sendir atau
dalam negeri alau disektorsektor yang memperiuas ekspor dengan memperhati.
kan kepentingan rakyat dan perkembangan perusahaan-perusabaan Nasional,
Disamping itu penanaman modal asing agar dapat membuka kesempatan kerja
yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan tehnologi kepada
bangsa Indonesia dalam waktu vang secepatnya.

Dalam Pelita 111 Daerah langkab-langkah uniuk meningkatkan produksi harus
merupakan usaha yang terpadu dengan langkah-langkah perluasan kesempatan
kerja. Demikian pula perlumbuhan produksi harus mendorong swadaya, prakarsa
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dan parlisipasi swasta serta seluruly masyarakal dalam pelaksanaan Pembangunan
Daerah.

Ferlupsan kesempatan kerja dalam Pelita 11 Daerah merapakan kebutuhan vang
tetap mendesak. Untuk itu diperukan berbagai kebijaksanaan vang menyeluruh
sepertt pendidikan  keterampilan, pendidikan vang dapal menciplakan kegiatan
kevjg, pembangunan industri, pembangunan prasarang, kebijaksanaan pemilihan
telnologh vang tepal puoa dan sebagainya. Disanmping itu usaha untuk memperlu-
as kesempaian kerjp dapat divsshakan denpan meningkatkan program bantuan
pembangunan dan proyek padat karyva di deerah pedesaan.

. Pengpunaan wehnolog vang padal karye, diusahakan uniuk mengembangkan serta

meman faatken teknologi vang tepat, vang mudah dipelibara dan sejauh mungkin
mengpunakan bahan-bahan dalam negen, ini penting peranannya didalam mewu-
judian sasaran-sasaran peningkatan hasil produksi, periuasan kesempatan kerja
dan pemeratasn nast pembangunan,

. Dalwm usaha mweratskan penyebaran hasil pembangunan, perlu dilanjuikan dan

ditinghatkan peimbangunan pedesaan yang lebih diarabkan kepada perluasan ke-
sompatan kerja, pernbinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan
dan perkotaan vang sehat, serea peninghatan kemampuan penduduk untuk me-
manfaatinn potensi-potensi vang ada dan menanggulangi masalah-masalah vang
mendesai. Dalam hubungan ini deerah-dserab minus dan daerah-daerah yang pa-
dat penduduknya perlu mendapat perhatian Khusus, antara lain dalam vngka
mengurangi derasnya perpindshan penduduk ke kota,

T. Salah salu segi vang penting dalam pembangunan adalah penggunaan sumber-

sumber alam dan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini dipertukan sekali pening-
katan  inventarisasi dan evaluasi sumbersumber alam dan fingkungan hidup.
Demikian pula perlu ditingkatkan pemeliharaan terhadap sumber-sumber alam dan
lingkungan hidup, sehingea terjamin Kelestariannya, lebih-lebih dalam rangka pe-
laksanaan program “Bali Menuju Pulau Taman™ (Bali yang indah dan lestari).

. Salah satu aspek pembangunan ialah pengpunaan tanah-tanah. Oleh karena itu

demi peningkatan elffesiensinva perlu diadakan penataan/perencanaan pengenaan
tanah (Land Use Planning),

Untuk menanggulang masalah  kependudielan, pelaksanaan Program Keluargs
Berencana vang dalam Pelita 1T telah menunjukkan hasil vang baik, perlu diper-
luas dan diintensiflkan agar daiam jangka panjang beoar-benar dapat menjamin
lerkendalikannya periwmbuinan penduduk, sehingpa dapal menciptakan keluarga
sefahitera. Disamping itu untuk menpurangi kepadatan penduduk pedu ditingkat-
kan peialsanaan transmiprasi bailk yvanyg diselenpgarakan oleh Pemerintah maupun
transiniprasi spontan, dan perlu disdakan pengaturan penertiban penduduk yang
berdomisili di Bali.

. Untuk makin meretakan hasil-hasil pembangunan dalam Pelita 111, maka perlu

diting katkan program-program untuk meningkalkan penghasilan kelompok-kelom-
pok masvarakat vang mempunyal mata peneabaian dengan penghasilan rendah,
seperli nelayan, pekerja kerajinan rakyat, pengusaha kecil, petani penggarap yang
Lidak memiliki tanah dan sebagainya, dengan memberikan bantuan berupa kredit
Bimas, Kredit investasi keeil, kredil modal kerja permanens kredit candak kulak
dan berbagal macam kredit lainnya yvang mendorong pemerataan kegialan pem-
bangunan serla pemerataan penghasilan.
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Dalam pelaksanaan pem banpunan-ekonomi dipelbagai sektor maka koperasi diberi
peranan dan ruang gerak vang luas. Dalam hubungan ini BUUDYKUD dan kopera-
si-koperasi primer lainnya ditingkalkan Kemampuannya sehingga akan dapat me-
ningkatkan kehidupan sosial e konomi masyarakat.

. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi harus dapal mening-

katkan kesejahteraan rakyat secara memla. Disamping itu pertumbuhan ekonomi
harus dapat meninghatkan kemampuan daerah dan masyarakat daerah itu sendird
untuk memperluas tersedianya sarana sosial budaye. Ini berarti makin meningkat-
nya pembangunan dibidang-bidang scsial budaya dan memperbesar kemampuan
serta kesempatan rakval untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebul.
Depgan demikian pembangunan dalam Pelita 11l Daerah makin meningkat dan
merala pula kesejahteraan rakyatl, yang mana diharapkan dapat memperkecil jum-
lah penduduk vang hidup dibawah paris kemiskinan, Denpan demikian rakyat
akan semakin sadar akan arti dan manfaat pembangunan, sehingga ini merupakan
maodal dan lebih meningkatkan partisipasinya untuk melanjotkan pembangunan
Lahap-tahap berikutnya.

Sama halnya dengan daerab-daerah lainnya di Indonesia maka Daerah Bali dalam
menghadapl persoalan-pesoalan pembangunannya baik persoalan-persoalan yanyg
umum hedaku uptuk semua Daerah, maupun persoslan-persoalan yang khusus
antara lain bertalian dengan keadaan daerahnya sendir dan di hubungkan dengan
keinginan untuk mewujudkan pembangunan Dacrah Bali secara bulat dan lestari
dalam ruang lingkup pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan kesejabtera-
an seluruh rakval, maka ditetapkan hal-hal sebagai bedkat

— Bidang sosial budaya merupakan se ktor dasar,

— Bidang ekonomi produ ksi sebagai sektor utama,

— Bidang sarana dan prasarana sebagai sektor penunjang.

. Dari penpanalisaan mengenai potensi-potensi bidang kegiatan pokok dalam bidang

sosial ekonomi lelah diperoleh kesimpulan-kesimpulan bahwa, meskipun untuk

masa sekarang perluasan-peruasan usaha masih mungkin, namun untuk masa de-

pan hal itu diperkirakan semakin sulit karena ;

— Terbatasnya elfek-effek pembangunan yang dapal diharapkan dari pada pedua-
san-periuasan itu,

— Dengan tlerbatasnya Kemungkinan-kemungkinan perluasan, dan dihadapkan
pada pertambahan penduduk yang terus menerus akan mengakibatkan desakan-
desakan vang makin membesar pada sektorsektor tradisional yvang sekarang
menjadi dasar penghidupan bagian terbesar dard pada penduduk.

. Atas dasar keadaan yanpg {iemikian itu dan mengakibatkan tuntutan-tuntutan

proses pembangunan maka diperukan jawaban mengenai masalah bagaimana

mempersiapkan penampungan perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan

Daerah dengan penciptaan mata pencaharian vang sesuai, dengan tetap memperha-

tikan adanya suatu lingkungan hidup vang serasi®.

Untuk ini dalam garis besamya masalah penyelesaian persoalan mencakup dua

sektor regional yang penting vaitu

a. Sektor pedesaan sebagai faktor yang established dalam kehidupan daerah me-
merdukan pengaturan siasat-siasat perkembangan-perkembangan disekior ini
yang sejajar dan sesuai dengan arah perubahan yvang dikehendaki.
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b. Sekior perkotaan sebagai sektor yang akan meningkatkan peranan dalam ke-
giatan-kegiatan regional dimasa depan, memerlu kan pengaturan lingkungan 2
dalam wilavah kota itu sendiri secara tertib, aman, schal maupun antar kota
itu sendiri dengan daerah belakangnya.

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka usaha-usaha dimasing-masing seklor
itu harus diselenggarakan secara sinkron dan simultan, dalam mana tindakan-lin-
dakan harus merupakan kesatuan dalam rangka perkembangan yang integral dan
menveluruh, sehingga tercipta sualu sussana pembangunan yang rationable yang
menjamin keseimbangan diberbagai bidang dalam pelaksanaan gerak pembangu-
nan di Daerah.

Yang menjadi pokok pertimbangan dalam penentuan siasal sinkronisasi itu adalah
perkembangan bertahap yang seimbang pada setiap periode pertumbuhan yang
penckanannya pada :

a. Pengaturan dan pengendalian desakan-desakan urbanisasi kekota-kota.
b. Redistribusi penduduk dimasa depan berdasarkan pola kegiatan yang optimal.

Untuk ini digunakan pendekatan-pendekatan konsepsional sebagai berikut :

a. Konsep kescimbangan perkembangan antara sektor pedesaan dan sektor perko-
taan {rural urban balanece development)

Keseimbangan perkembangan ini berarti pengendalian pembangunan desa me-
lalui peningkatan pembangunan pedesaan untuk sejauh mungkin dapat men-
cegah terjadinya urbanisasi kekota-kota yang akan menimbulkan gangguan ke-
seimbangan. Pengendalian tersebut secara pasif berarli meneruskan pekerjaan-
pekerjaan pembangunan routine dipedesaan dan dengan secara selektif melak-
sanakan pembangunan-pembangunan yang dapat mengakibatkan perubahan
strukturil yang berakibat mempersempit lapangan kerja. Sedangkan secara
aktif ditekankan pada wsaha untuk meningkatkan kemampuan swadaya pen-
duduk desa kearah pembangunan yang produktif (umpamanya perletakkan
prasarana bagi pembangunan desa : pembangunan jalan-jalan, saluran irigasi dan
kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang bemsifat lebih padat karya).
Pengendalian ini secara sinkron dan simultan, didampingi oleh pembangunan
berdasarkan konsep keseimbangan perkembangan diseluruh daerah antara lain
melalul sistim regionalisasi dengan pusat pertumbuhannya. Adapun perwilaya-
han tersebut adalah sebagai berikut :

1). Wilayah pembangunan Bali Utara, meliputi Kabupaten Buleleng dengan
pusat pengembangannya Singaraja. Pembangunan disini ditekankan pada
produksi perianian, perdagangan (kelapa, kopi dan temak) dengan pelabu-
han Celukan Bawang sebagai pelabuhan eksport - import diwilayah terse-
but dengan pusat-pusat perdagangannya nanti untuk daerah itu : Seririt
dan Singaraja. Dan dikembangkan pula untuk kemungkinan sebagai daerah
industri di Buleleng Barat. Perikanan dapat puls dikembangkan Sarana
pelabuhan Celukan Bawang merupakan pendubung disamping sarana per-
hubungan darat bagi kelanearan lalu lintas perekonomian.

2y, Wilayah Pembangunan Bali Barat, meliputi Kabupaten Jembrana dengan
pusat pengembangannya Negara. Pembangunan disini dilekankan pada pro-
duksi pangan, tanaman eksport, perdagangan antar pulau dengan pelabu-
han Gilimanuk, perikanan dan industr pengalengan atau pengolahan hasil
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pertanian. Disamping itu pelabuhan Gilimanuk sebagal sarana perhubungan
mempunyai arti penting disamping pelabuhan ikan Pengambengan.

3). Wilayah Pembangunan Bali Tengah, meliputi Kabupaten Tabanan, Kahu-
paten Badung dan Kabupaten Gianyar dengan pusal pengembangannya
Denpasar. Pembangunan disini ditekankan pada : pertanian, perkebunan,

riwisata, perdagangan proteksi lingkungan serta industri dan kerajinan/
egiatan? yang menunjang kegiatan pariwisata. Tourist Resort (Sanur, Ku-

ta dan Nusa Dus) terletak diwilayah ini dan sarana perhubungan adalah
ﬁaiahuhhan Benoa (pelabuhan Samudra) dan Lapangan Udara Internasional
gurah Hai.

4}). Wilayah Pembangunan Bali Timur, meliputi Kabupaten Karangasem, Kabu-
paten Bangli dengan pusal pengembangannya Amlapura. Pembangunan di-
sini ditekankan pada : perkebunan, produksi pertanian dan termak (khusus
untuk eksport) dan karena keindahan panoramanya akan banvak dikunju-
ngl wisatawan dan pengembangan kepariwisataan akan dilola setepal-tepat-
nya.

5). Wilayah Pembangunan Khusus, meliputi Kabupaten Klungkung dengan
Daerah Kritis Nusa Penida dengan pusat pengembangannya Klungkung.
Pembangunan disini ditekankan pada perkebunan, petemakan, perikanan,
industri, kepariwisataan dan perdagangan.

b. Konsep keseimbangan perkembangan antara unsuraunsur kota (Pusat-pusat pe-
wilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan).

Kehijaksanaan yang ditempuh dalam keseimbangan pembangunan ini ada-
lah mengawasi secara khusus kota yang berkembang dengan pesainya karena
aktivitas-aktivitas yang terkumpul didaerah sekitamya. Berikutnya pengem-
bangan kota-kota yvang mempunyai potensi dalam fasilitas-fasilitas vang pada
waktu sekarang belum secara optimal digunakan. Perioritas perkembangan kota
lersebul dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan dalam konsep kesgimba-
ngan ini dilihat secara integral dalam pembangunan dacrah berarti juga men-
distribusikan kesempatan kerja penduduk berlebih dad sektor pertanian.

28. Program stabilitas yang dinamis dalam setiap tahapan pembangunan.

34

Pada setiap tahapan perlu ditentukan suatu program stabilitas yang dinamis seha-
gai landasan yang kual dan mantap dalam pertumbuhan selanjutnya,

Program ini dimaksudkan untuk melandasi perkembangan darl pembangunan se-
belumnya kearah pembangunan yang lebih meningkat berikutnya.

Sesuai dengan arah kebijaksanaan yang telah diuraikan diatas yakni : pe-
ngembangan atas prinsip keseimbangan dalam perkembangan, dimana harus di-
dahului dengan program stabilisasi yang dinamis maka rencana operasionil kita
arahkan pada wilayah pengembangannya (grouth centre) agar dapat lebih ber-
fungsi. Untuk menunjang perkembangan dari grouth centre tersebut maka ditem-
pub penentuan Sub Region - S3ub Region diseluruh Kabupaten di Bali dimana
i-.u;n Region ini memiliki grouth centrenya dan mempunyai fungsi sebagai beri-

ut :
a. Bersifat menunjang
b. Menyerap tenaga kerja untuk menghindari urbanisasi.



¢. Meratakan dan menyebarkan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomissosial dan
lain-lainnya.
d. Dan lain-lain.

29. Untuk menentukan Sub-Sub Region diatas, harus dipertim bangkan dan diperha-
tikan hal-hal sebagai berikut ;

a. Potensi yang menyangga pembangunan baik yang menvanghkut pola Tasilitas
umum, fisik prasarana, faktor ekonomi scsial dan lain-lain,

b. Kemungkinan rintangan-rintangan yang bersumber pada faktor sosial yang
dapat menghambat pembangunan.

¢. Mempunyal lokasi yang baik, geografis vang baik dalam arti mudah berkomu-
nikasi antar Sub Region yang satu dengan Sub Region lainnya, Sub Region
dengan grouth centre dari pada Region sehingra mencermin kan keseimbangan,

E. Sasaran Pem Ilwlgun an.

EKONOMI

1. Portanian

Sektor pertanian merupakan titik beral pembangunan Daerah, oleh karenanya
didalam proses pembangunan Daerah sektor ini, sesuai potensi yang ada diusaha-
kan pengembangannya secara berencana dan bertahap.

Untuk tahap Repelita III, scktor pertanian dalam arti luas (pertanian pangan, per-
kebunan, peternakan, perikanan dan Kehutanan) dalam melakukan pembangunan
yang bertujuan meningkathan income, perbaikan gizi mesyarakat dan penciptoan
lapangan kerja lewal peningkatan produksi, perbaikan Institusi sosialdan lembaga
pemasaran.

Berkait dengan maksud demikian dengan berpepang pada Trimatra Pembangunan
Pertanian {Pembinaan usaha tani, komoditi dan wilayah terpadu) yarg didasari
oleh azas-azas Trilogi Pembanpunan, akan dicoba untuk mewujudkan centra-
centra produksi yang specifik sesual dengan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan,
sehingga hasil pembangunan disektorini dapat diharapkan benar-benar merupakan
landasan yang cukup mantap untuk pembangunan tahap berikutnya.

a. Pereanian Pangan.,

Masalah produksi, hubungan luas tanaman dan luas panen, rala-rata produksi
untuk komodili bahan-bahan makanan adalah merupakan masalgh-masalah
pokok yang dipersoalkan dalam Repelita 1. Guna mewujudkan sumbangan
yang diharapkan dari sub sektor ini bagi pembangunan baik yang berkait de-
ngan peningkatan income diseklor bersangkutan, perbaikan gizi masyarakat
maupun penciptaan lapangan kerja diusahakan penjabaran kegiatan sebagai
berikut :

1). Dalam masalah produksi disamping usaha peningkatan volume produksi,
kesejajaran penanganan komoditi padi, palawija dan horticultura harus di-
laksanakan secara mantap, serta mengkaitkannya dengan sektor-sektor lain
seperti industri dan pariwisala. Khusus dalam hal yvang menyanghut pro-
duksi horticullura, peranggrekan dan apriari perdu direncanakan, centra-
centra produksi yang didasarkan kepada prinsip ekonomis-rasional.
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9). Dalam masalah hubungan luas tanaman dan luas panen, perlu dilaksanakan
pemantapan Bimas, penggunaan tanaman jenis unggul, intensifikasi dan
effisiensi penggunaan tanah dan air, penyempurnaan dan peningkatan sis-
tim pencegahan dan pembrantasan hama.

3). Dalam rangka usaha peningkatan income dan gizi masyarakat perlu dilak-
sanakan penyuluhan-penyuluhan baik yang menyangkut pola makanan
vang bergizi maupun penyuluhan tentang effisiensi dan intensifikasi pe-
manfaatan pekarangan. Disamping itu penelitlan tentang pola dan sistim
pemasatan yang tepat perlu dilaksanakan untuk menjamin kontinuitas
produksi.

.Perkebunan.

Keadaan tingkat kesuburan tanah, ketinggian, type iklim merupakan dasar pe-
nentuan jenis tanaman perkebunan yang dapal diusahakan dalam suatu wilayah
tertentu, atau dengan kata lain kedaan siluasi dan kondisi lingkungan adalah
merupakan dasar daripada diversifikasi jenis tanaman yang ditanam pada suatu
wilayah tertentu. !

Tanaman perkebunan yang dewasa inl terdapal pada sub sektor perkebunan
di Bali meliputli 2 golongan

1). Tanaman perkebunan yang sudah berkembang seperti kopi, kelapa dengan
keadaan sebahagian besar sudah tua dan untuk menjamin kontinuitas pro-
duksi perlu diremajakan.

2). Teanaman perkebunan yang sedang dikembangkan dalam rangka usaha
deversifikasi jenis tanaman dan effisiensi pengpunaan tanah, seperti ceng-
keh, panili, tambahan, sereh wangi.

Untuk pemantapan ussha pengelolaan atas kedua golongan tanaman perkebu-

nan tersebut temyata terdapat masalah kekuranpan bibit dan tenaga trampil.

Selanjutnya dalam Repelita 11l dalam rangka usaha mewujudkan sumba-
ngan pembangunan yang diharap dari sub sektor perkebunan vakni :
1), peningkatan income pada sekior perkebunan
2). penunjang kegiatan sektor lain
3). menciptakan lapangan kerja
4). pelestarian lingkungan

ditetapkan pencapaian sasaran melalui kegialan-kegiatan :

1). peremajaan tanaman kopi dan kelapa

2). devemifikas tanaman perkebunan

3). pemantapan penyuluhan dan pembinaan petani tentang hal-hal yang ber-
sangkut paut dengan peningkatan hasil-hasil perkebunan

4). pengenalan ussha-usaha processing hasil-hasil perkebunan

b). investigasi terhadap kemungkinan pasar bagi hasil perkebunan yang telah
dihasilkan dan hasil-hasil yang diminta cleh pasar dalam rangka usaha
memperoleh ketepatan pemilihan tanaman komodity perkebunan yang
menguntungkan.



c. Perernakan.

Dewasa ini Sub scktor Petemakan berada pada phase transisi/peralihan
dari sistim pemeliharaan ternak tradisionil keusaha pelernakan yang bersifal
ekonomis rasionil.

Berkait dengan keadaan demikian ini dihubungkan dengan peranan sub
sektor petemakan dalam proses pembangunan periu diusahakan peningkatan
kegiatan petemakan baik yang menyangkul masalah pembinaan usaha petema-
kan maupun usaha peningkatan produksi hasil-hasil peternakan dalam jumlah
(populasi) maupun mutunya. Untuk mewujudkan maksud tersebul karenanya
diperlukan langkah2 sebagai berikut :

1). Perbaikan sistim pemeliharaan ternak.

2}, Pembinaan para petemak.

d). Iseminast buatan.

4). Perbaikan mutu makanan termak.

a}. Bimas.

6). Pengenalan pengusahaan aneka ternak (merpati, kelinci dsb.nya).

d. Perikanan.

Dalam rangka usaha pelestarian dan pemanfaatan perairan baik laut
danau, sungai, tambak maupun perairan umum lainnya dibutuhkan peningka-
tan berbagai kegiatan yang bersanghut paut dengan Sub Sektor Perikanan, baik
darat, paya, maupun laut dengan menggunakan peralatan tradisionil, semi mo- -
dem maupun modem disertai dengan pembinaan alih tehnologi dan penentuan
daerah-daerah contra produksi.

Kepgiatan2 ini dilaksanakan dalam rvangka usaha mewujudkan peranan

vang diharapkan dari sub sektor perikanan dalam hal :

1). peningkatan pizi makanan bagi masyarakal (protein hewani/dari ikan,
protein nabati/agar2).

2). peningkatan income nelayan dan petani ikan.

3). pelestarian perairan (untuk kepentingan wisata).

4). pembinaan dan penyuluhan terhadap petani ikan untuk menambah kete-
rampilan baik dalam hal pemeliharaan, penangkapan, processing maupun
pemasaran.

l.Kehutanan.

1}). Luas Kawasan Huan.

Hutan bagli Daprah Bali, dewasa ini memerlukan perhatian yang cukup

serius. Karena disamping adanya keharusan perbaikan dan pemeliharaan hutan
lewal reboisasi, perbaikan batas-batas hutan dengan pembuatan jalan selapak/
rintisan, juga dibutuhkan tambahan luas hutan sehingga mencapai luas ideal 30
dari areal Pulau Bali. (Hutan pada saat ini diperkirakan 22,19}
Untuk penambshan luas kawasan hutan ini menuntut adanya perobahan terha-
dap pola peruntukkan tanah didserah Bali. Setelah terjadi perobahan status
peruntukkan tersebut, perdu dipikirkan dana untuk mengambil alih tanah ber-
sangkutan dari pemiliknya, baik tanah2 yang produktif maupun tanah2 yang
kritis.
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2). Peningkatan fungsi huen.

Dalam rangka usaha peningkalan fungsi hutan baik dilihat dari fungsi
lindung (penyelamatan hutan, tanah dan air) maupun fungsi ekonomis (hutan
produksi, hutan wisata, processing hasil-hasil hutan) diperlukan peningkatan dari
usaha-usaha yang telah dilaksanakan selama Repelita II, serta pemanfaatan usaha
pelaksanaan reboisasi dengan memanfaatkan dana Inpres Penghijauan dan Reboi-
sasl, atau dana lainnya yang ditujukan untuk kepentingan penghijauan dan rebo-

isasi serta pengawetan alam Bali.

Dana Daerah yang bersifat menunjang program Nasional pada Sub Sektor Kehuta-
nan ini diarahkan kepada kepiatan-kegiatan :

— peningkatan produksi kehutanan,
— pembinaan hutan.
pemeliharaan batas-batas hutan,
— perengkapan peralatan bagi aparat kehutanan berupa sarana keria,

Dalam kaitan dengan fungsi hydroorologi dari hutan, usaha penghijauan mempu-
nyai peranan sangat penting dan perlu ditingkatkan usaha penghijauan sekaligus
untuk kepentingan perbalkan tanah kritis, pemeliharsan kesuburan tanah dan
lain-lainnya. '

Anduseri.

a. Sektor industri bagi Daerah Bali merupakan kegiatan usaha masyarakat vang
sedang dikembangkan. Kegiatan industri ini perlu dikembangkan sebagai salah
satu upaya untuk dapat menampung dan menyerap tenaga kerja yang semen-
tara ini merupakan tenaga-tenaga penganggur yang tak kentara pada sekior per-
tanian dalam arti luas.

b. Mengingat keadaan dan keberadaan Daerah Bali yang berdasarkan inventarisasi
potensi kekayaan alam menunjukkan kenyataan bahwa Daerah Bali miskin
akan hasil-hasil tambang (sementara penelitian yang lebih mendalam belum di-
adakan) kiranya industri-ndustri kecil yang cocok dikembangkan adalah
industri-industt kecil/industri kerajinan yang padal karya.

c. Sementara ini kegiatan-kegiatan industd yang telah dan sedang dilaksanakan
serta perlu ditingkatkan oleh masyarakat adalah kegiatan-kegiatan industd
kecil dalam bentuk usaha-usaha kecil dibidang kerajinan, produksi bahan-bahan
bangunan, kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnva.

Peranan pemerintah dalam kegiatan industri ini berupa kegiatan-kegiatan pe-
nyuluhan dan pembinaan-pembinaan dibidang telnis serta management peru-
sahaan modem lewat proyek-proyek BIPIK. Penyuluhan dan pembinaan ter-
sebut pedu ditingkatkan terutama di centre-centre produksi.

d. Untuk menjaga kelestarian alam perdu adanya peningkalan penyuluhan dan
pilot proyek menuju usaha pengawasan terhadap kepiatan usaha industd yang
menimbulkan pencemaran dan pangguan terhadap keseimbangan ekologi.
Dalam hal ini misalnya proyek komporsasi dalam kegiatan-kegiatan produksi
yang menggunakan kayu api sebagai bahan bakar, dan usaha kapur yang meng-
gunakan karang laut sebagal bahan baku. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk



menghindari penebangan/pencurian kayu hutan dan pencuran karang di laut,
dan untuk bahan-baku kapur disarakankan menggunakan bahan kapur gunung,

3. Pertambangan.

Sampai saal ini di Bali belum diketemukan adanya hasil-hasil tambang yang

berarti, dan perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam.

.Energi.

Dalam rangka usaha memanfaatkan sumber-sumber energi alam dalam Repe-

lita III diusahakan penelitian-penelitian untuk menemukan sumber-sumber baru.
Sementara ini barmu diketemukan sumber energi panas bumi {geo thermal) didekat
Danau Beralan. Ini perlu dikembangkan. Disamping usaha pengembangan tenaga
air sepertl rencana PLTA di Sungai Ayung. Tenaga listrik melalui PLTD perlu di-
kembangkan/dipetuas, lebih-lebih dalam rangka pelaksanaan listrik masuk desa
yang telah dilaksanakan dalam Pelita I1.

5. Prasarana.

a.

Mengingal kegialan utama penduduk daerah Bali adalah pertanian dalam ani
luas dan industr kerafinan rakyat vang berkaitan dengan industr pariwisata,
maka penyediaan prasarana/sarana diarahkan untuk dapat menunjang pening-
katan perlumbuhan produksi barang dan jasa serta pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya.

. Pengniran.

Sesuai dengan keadaan alamnya maka prasarana vang dibutuhkan untuk kegi-
atan perfanian pangan adalah penyediaan dan penpembanpan iripasi sedang
kecil, dimana subak sebagai organisasi pemakai air akan memberikan partisipasi
secara aktif dalam usaha pemeliharaan saluran dan bangunan pengairan.
Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana penpairan vang ditujukan
untuk peningkatan produksi pangan harus diikuti dengan usaha-usaha menjaga
kelestarian sumber-sumber pengairan.

. Perlistrikan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan listrik baik masyarakat kota maupun pede-
saan, maka kapasitas yang ada peru ditingkatkan dan jaringan distribusinya
diperluas sehingpa dapal mendorong/merangsang kegiatan ekonomi antara lain
menunjang limbulnya industyd kecil.

. Perhubungan.

1). Angkutan Darat.

Penganghutan tidak lain darl pemindahan barang/jasa dan manusia dar
tempat satu ketempat yang lain, yang timbul karena adanya kegiatan da-
lam masyarakat. Pengangkutan akan terjadi antara tempat dimana terda-
pat kegiatan pendudulk, terutama antara kota dengan kota dan kota de-
ngan pedusunan. Jadi yang penting dalam jaringan-jaringan angkutan
darat adalah adanya jaringan-jaringan jalan yang dapat memperlancar arus
keglatan barang/jasa keseluruhan daerah yang terpencil. Peningkatan dan
pengembangan sekfor ini membawa serta berkembangnya usaha-uszha
dibidang jasa, yang cukup menyerap tenaga kerja dan akan memberikan
keuntungan yang optimal bagi kegiatan perekonomian masyarakat.
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2}, Angkutan Laut{Ferry.
Dengan terdapatnya empat pelabuhan di Bali (Benoa, Gilimanuk, Buleleng,
Padangbai), kondisinya sangat memerlukan perhatian dalam hal pembangu-
nan, pemeliharaan, dan peningkatan pelabuhan serta fasilitasnya, sehingga
tersedia pelayanan anghkutan yang lebih luas, teratur dan lancar, terutama
pada daerah-daerah yang terpencil. Untuk dapat mencapai hasil vang me-
muaskan yaitu kondisi yang memenuhi persyaratan-pesyaratan perioritas
diberikan kepada perbaikan fasilitas pelabuhan Benoa, Celukan Bawang,
Teluk Padang termasuk pembangunan pelabuhan ferrvnya. Karena angku-
tan ferry memegang peranan penting scbagai extention dari pada kegiatan
anghutan darat yang menghubungkan Bali dengan Jawa (Gilimanuk-Keta-
pang) dan Bali dengan Lombok (Amuk dengan Lembar/ Ampenan).
3). Angkutan Udara.

Dengan meningkatnya jenis armada perthubungan Udara, maka fasilitas-
prasarana pelabuhan udara International Ngurah Rai perlu ditingkatkan,
sehingga terjamin keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan udara de-
ngan sarana yang disediakan. Serta pelayanan yang lebih lancar dan tera-
tur. Pelabuhan Udara [nternational Ngurah Rai {Denpasar) ini, merupakan
salah satu pintu gerbang ulama yang menghubungkan Bali {Indonesia)
dengan Luar Negeri, khususnya bagi wisalawan asing yang setiap tahun
meningkat.

4). Jalan.

Program transporl perlu diintergrasikan dengan pembangunan  jaringan
jalan-jalan dan sistim pengaturan lalu lintas, khususnya di kota-kota,
Program pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan/perduasan jaringan ja-
lan yang memperlancar kegiatan ekonomi khususnya disektor perdagangan
dan pariwisata, masih perlu ditingkatkan dan ditam bahkan dengan pemba-
ngunan jalan baru untuk membuka isolasi suatu dasrah menuju desa-desa
yang terasolir,

1. Pos dan Giro.

Memperluas jaringan pelayanan pos semaksimal mungkin sampai kedesa-desa
dan meningkatkan mutu pelayanan service serta efektivitas penyelenggaraan-
nya.

. Telekomunikasi.

Pembangunan sentral telepon otomat dengan perluasan jaringannya diseluruh
Kabupaten serta fasilitas samnanya. Dengan demikian pelayanan kepada masya-
rakat dapat ditingkatkan.

. Air Minum.

Peningkatan penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat keseha-
tan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan dan kota.
Disamping itu mendorong dan merangsang kegiatan industri. Dalam hubungan
ini pedu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam usaha pemanfaatan dan pe-
ngamanan terhadap sumbersumber air yang ada dan mencegah pencemaran
ajr serta lingkungannya,



h. Perkotaan.

1). Pengintergrasikan kegiatan dimasing-masing ibu kota Kabupalen dan pede-
saan unluk mengurangi terlalu mengelompoknya penduduk hanya pada
satu kota, tapi diimbangi pula perkembanpan pedesaan sesuai dengan
prinsip U.R.B.

2). Perbaikan tatalingkungan dan tata puna tanah diperkotaan.

3). Perencanaan kota harus diadakan untuk mengendalikan perkembangan
kota dan penpawasan vang ketat dalam pelaksanaan pengembangan agar
SeSULE rencani.

1), Keserasian dalam sistim perkotaan dengan memberi prioritas pada kota
Denpasar dan ibu kota Kabupalen lainnya, termasuk tempat{wilayabh ter-
tenlu yvang perkembangannya relatifl cepat.

6. Pariwisata.

a. Disamping pertanian, maka sektor pariwisata adalah merupakan titik beral
pembangunan Daerah Bali. Oleh karena itu, didalam Repelita [11 usaha-usaha
pembangunan dan pengembangan pariwisata perlu lebih ditingkatkan dalam
rangka memperuas kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan devisa
hagi Negara.

b, Pengembangan dan pembangunan pariwisala dilakukan dengan tetap memper-
hatikan terpeliharanya kebudayaan Daerah Bali, karena pariwisata yang dilak-
sunakan di Bali adalah pariwisata budaya yang besumber pada Agama Hindu.

e. Untuk memajukan pengembangan dan pembanpunan pariwisata sebagai dise-
butkan diatas, peru diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang
lebib teratah berdasarkan kebijaksanaan vang terpadu, antara lain dibidang .

Promosi,

Penvediaan fasilitas,

Mutu dan kelancaran pelayanan,

Pembinaan dan pemeliharaan terhadap obyek-obyek pariwisala,

Pembinaan industr pariwisata,

Pembinaan Lembaga Pendidikan Kepariwisataan, dan Kursus-kursus Kepa-

riwisataan lainnya,

Pemerataan pengembangan kepariwisataan.

e

=1

T.Perdagangan,

a. Kegiatan sektor perdagangan merupakan kegiatan perantara yang menghubung.
kan antara produsen dan konsumen. Dari kegiatan ini akan diperoleh jasa se-
bagai imbalan hasil usaha. Kegiatan perdapangan yang dilaksanakan dan ber-
kenibang selama ini di dacrah Bali meliputi kegiatan perdagangan lokal, kegia-
tan perdagangan inter insuler, kegialan perdagangan luar negeri (eksporl - im-
port}.

Dalam Repelita 11 atas dasar pengalaman tahun-tahun terdahulu, diusahakan
peningkatan kegiatan sektor perdagangan guna dapat meningkatkan kedudukan
dan peranan pedagang ekonomi lemah dalam proses pembangunan. Disamping
itu pembinaan disektor perdagangan ini dimaksudkan juga untuk menunjang
kegiatan-kegiatan sckior lain seperti sektor industri, pertanian, pariwisata
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dalam rangka mempermudah penyampaian barang-barang hasil produksinya
kepada para konsumennya.

b. Untuk maksud demikian itu pedu diwojudkan :
Sarana-sarana penunjang kegiatan perdagangan yang meliputi sarana phisik
{pasar, show-room, design centre, jembatan Limbang, tempat pengujian barang
dan sebagainya), sarana non phisik yang meliputi peraturan-peraturan, yvang
dapat diharapkan mempermudsh procedure proses pelaksanaan kegiatan per-
dagangan.

Hal ini penting untuk diwujudkan agar dalam dunia perdagangan yang semakin

mengarah kepada hukum-hukum pasar para penpusaha ekonomi lemah mampu

menghadapi persaingan-persaingan, khususnya dalam perdagangan intemasional
yang menyangkut komoditi eksport.
B.Koperasi.

2. Koperasi adalah lembaga ekonomi yvang berwatak sosial yaitu sebagai usaha
bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Oleh karena itu diharapkan agar
koperasi benar-benar bisa menjadi wahana untuk meningkatkan kesejabterasn
rakyatl banyak.

b. Dalam usaha untuk meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi, hal-hal
yang perfu mendapatkan perhatian ialah meningkatkan ketrampilan manage-
ment, dan pemupukan modal dari para anggota koperasi.

c. Sepadan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, peranan BUUD/KUD
dan koperasi lainnya perlu lebih disempumakan dan ditingkatkan, sehingga
benar-benar bisa tumbuh menjadi koperasi primer desa yang tangguh dan
mampu menjadi tulang pungpung ekonomi Desa.

d. Akhirnya diharapkan pula agar koperasi dapal digunakan sebagai salah satu
wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi
lomah.

9. Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemal.

&. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/dunia swasta dalam pembangunan,
petlu diciptakan iklim yang sehat vang diperlukan kelancaran usaha, antara lain
dengan jalan menpusahakan ketenteraman dan keamanan usaha, menyederha-
nakan prosedur perijinan, dan lain sebagainya.

b. Pembinaan usaha golongan ekonomi lemah dilaksanakan antara lain dengan
mengadakan penyuluhan-penyuluhan, kursus-kursus serta melakukan pende-
katan terhadap Bank agar prosedur pemberan kridit dipermudah dan syarat-
syaratnya diperlunak.

c. Jenis-jenis usaha tertentu seperti usaha-usaha kerajinan yang umumnya ber-
sifat tradisionil dan merupakan usaha golongan ckonomi lemah, peru menda-
pat perindungan dan pembinaan.

10. Tenaga Kerja.

a, Pertambahan angkatan kerja vang setiap tahunnya terus menerus meningkat,
perfu diimbangi dengan adanya perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu,
program-prograim pembangunan baik sektoral maupun Regional agar senantiasa
diusahakan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian
maka disamping peningkatan produksi, sekalipus akan dapat dicapai pemerata-



an hasil pembangunan karena adanya perluasan partisipasi masyarakal secara
aktif di dalam pembanpunan.

b. Untuk itu pedu adanya perencanaan yang bersifat terpadu dalam rangka pem-
binaan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja serla pemberian informasi
vang seluas-luasnya mengenai pasaran kerja.

¢. Dalam rangka pembinaan hubungan perburuhan perlu dibina kerja sama yang
serasi antara buruh, pengusaha dan Pemerintah sesuai dengan Peraturan per-
undangan yang berlaku,

11, Transmigrasi.

a. Pelaksanaan program transmigrasi peru ditingkatkan dengan jalan meningkat-
kan penyuluhan (baik secara visuil maupun lisan) kepada masyarakat, khusus-
nva kepada penduduk di daerah-daerah krilis dan daerah-daerah pertanian yang
penduduknya melatif padat. Dengan demikian diharapkan mereka akan mau
bertransmigtasi sehingga ditempat baru dapat meningkatkan tarap hidup me-
reka.

b, Disamping Transmigrasi yang langsung digerakkan oleh Pemerintah, maka
transmigrasi spontan perlu lebih didorong. Dalam hubungan ini, Pemerintah
Daerah perlu memberikan bantuan/paket dana dalam batas-batas kemampuan-
nya yang ada.

¢. Oleh karena penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektoral maka pelak-
sanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi. Untuk itu perlu adanya koor-
dinasi yang lebih mantap antara Pemerintah Pusat, Daerah Pengirim, Daerah
Penerima dan Instansi-Instansi lainnya (misalnya melalui BP2 DT).

12. Pembangunan Dacrah Tingkat 11

a. Pembangunan Daerah Tingkat [1 dimaksudkan untuk menumbuhkan laju per-
turnbuhan antar daerah yang sesuai dan selaras.

b. Dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II, dipedukan peningkalan
prakarsa dan partisipasi rakyat, kemampuan daerah sesuai dengan potensi dan
kondisi masing-masing daerah guna menuju peningkatan masing-masing Daerah
Tingkat II.

¢. Pembangunan Daerah Tingkatl II, perlu juga memperhatikan kerjasama anlar
Kabupaten dalam mewujudkan laju pertumbuhan pembangunan yang seim-
bang,

1 3. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

a. Kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber alam perlu lebih ditingkatkan de-
ngan tujuan untuk lebih mengenal sumbersumber alam hutan, tanah, air dan
energi bagi pembangunan Bali Menuju Pulau Taman (Bali yang lestari).

b. Dalam penelitian, penggalian dan pemanfaalan sum bersumber alam, serta
dalam pembinaan lingkungan teknologi yang sesuai sehingga mutu dan keles-
tarian sumber alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan.

¢. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksama
terhadap pengaruh bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksa-
naan pembangunan dan lingkungan hidup dapat dilakukan sebaik-baiknya.
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Penilaian tersebut perlu dilakukan baik secara sektoral maupun regional dan
untuk itu pedu dikembangkan mutu baku lngkungan hidup yang khas Bali.

d. Rehabilitasi sumber2 alam yang berupa tanah dan air yang rusak perlu lebih
ditingkatkan lagi melalui pendekatan terpadu daerah aliran sungai dan wilayah.
Dalam hubungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air peru lebih
disempurnakan dan ditingkatkan.

e. Pendayapunaan daerah pantai dan laut pedu ditingkatkan tanpa merusak mutu
dan kelesatiran lingkungan hidup. ¥

f. Dalam Pembanpunan pemukiman diberikan prioritas kepada perbaikan linghku-
ngan hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SO5IAL
BUDAYA.

1.
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Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Arti pembangunan hendaknya ditekankan pada arti vang sebenarnva vakni ber-
tujuan membangun manusia vang seutuhnya. Oleh karena itu dalam sasaran pem ba-
ngunan lidak saja dititik beratkan kepada pembangunan bidang fisik, akan tetapi
perhatian yang sama ditujukan juga kepada pembangunan moral agama sehingga
dengan demikian diharapkan akan dapal meningkatkan partisipasi masyarakat ter-
hadap pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Sosial.

Untuk mencapai tujuan terschut diatas maka ditetapkan langkahdangkah hebi.

jaksanaan sebagai berikut :

1). Membina serta meningkatkan kesadaran umat beragama dalam rangka tetap ter-
peliharanya toleransi sesama umat beragama,

2), Bantuan perbaikan dan peningkatan fasilitas tempat beribadah.

3). Bantuan dan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan Agama.

4). Pembinaan Desa Adat dalam rangka usaha peningkatan peranan serta pariisi-
pasinya dalam pembangunan.

. Pendidikan,

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain dengan mengembangkan
fungsi lembaga pendidikan formil vang telah ada, antara lain juga melalui pengemba.
ngan dan pembinaan pendidikan non formil akan dapat berperanan untuk mening-
katkan kecerdasan serta keterampilan terutama terhadap anak-anak yang putus seko-
lah.

Dalam sektor pendidikan sasaran pembangunan akan dititik beratkan pada
langkah-langkah sebagai berikut :

1). Pembinaan Pendidikan Dasar/Lanjutan Pertama/Lanjutan Atas/Perguruan Tinggi.

2). Pembinaan Pendidikan non formil.

3). Pembinaan Pendidikan Kejurnian.

4}. Peningkatan Prasarana Pendidikan.

5). Pengembangan sistim pendidikan yang dikenal dengan sistim PAMONG (Pendidi-
kan non formil ).



. Kebudayaan.

Kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan sedapat mung-
kin diarahkan kepada penumbuhan dan penumpukan watak yang mencerminkan ciri
khas kepribadian bangsa vang berlandaskan Pancasila.

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1). Pengembangan seni budaya cdaerah dan aspek budaya umumnya yang sesuai de-
ngan kepribadian bangsa,

2y, Penyvelamatan dan pemeliharaan warisan Budaya Daerah dan Nasional.

3). Pembinaan/pengembangan bahasa dan kesusastraan daerah.

4), peningkatan pembinaan kesenian daerah yang dapal memperkaya perbendahara-
an kebudayaan Nasional dengan beraneka ragam kesenian daerah.

4. Nmu Pengetahuan, Penclitian dan Pengembangan Teknologi.

Untuk menvusun suaty rencana Pembangunan sangat diperlukan adanva data
yang cukup lengkap dan dapat dipercaya, karena dengan data yang demikian maka
untuk menetapkan pars besar arah dan kebijaksanaan pembangunan akan lebih mu-
dah dilakukan. Untuk mendapatkan data yang terperinei dan dapat diperlanggung
jawabkan, sevopyanya berdasarkan pada hasil-hasil penelitian.

Didaerah Bali penelitian/survey sudah cukup banyak dilakukan, namun karena
hasil penelitian tersebui tidak disebar luaskan maka diantara tenaga-tenaga peneliti
tidak saling mengetahui penelitian apa yang lelah, yang sedang ataupun yang akan
dilakukan oleh lembagadembaga lain yang melakukan penelitian. Hal ini akan dapat
mengakibatkan teriadinya duplikasi penelitian yang mana akan menimbulkan pem-
borosan baik dana maupun tenaga. Demikian jupa mengenai pemilihan terhadap
teknologi yang akan diterapkan didagrah Bali harus betul-betul diarahkan pada tek-
nologi vang lepat guna atau teknologi yang padat karya. Kebijaksanaan terhadap pe-
milihan teknologi yang tepat guna/teknologi yang padat karya ini diharapkan akan
dapat menunjang peningkatan produksi, perluasan kesempatan Kerja dan pemerataan
pendapatan.

Pemasukan teknologi dari luar daerah atau luar negeri pada dasarmya tidak selalu
relevan dengan kondisi dacrah Bali sendiri. Untuk mengatasi masalah-masalah terse-
but diatps maka arah dan kebijaksanaan yang menvangkut bidang Penelitian dan
Pengembanpan Teknologi dapat diarahkan pada :

a. Penyempurnaan/Pengembangan Statistik.

b. Pengadaan/Peningkatan sistim informasi kegiatan penelitian.

c. Peningkatan jumlah dan mutu penelitian yang relevan dengan prioritas pembangu-
nan Daerah.

d. Penerapan teknologi yang tepat puna/teknologi vang padat karya, sesuai dengan
kondisi daerah Bali,

5. Kescehatan.

Uptuk memperbaiki tingkat kesehatan penduduk, maka kesadaran masyarakat
mengenai arti hidup sehat harus diusahakan, dan dilain pihak agar diusahakan follow-
up lebih lanjul tentang cara-cara hidup yang memenuhi syaral kesehatan, baik yang
menvangkut kesehatan perorangan maupun kesehatan lingkungan.

Didalam rangka mencapai sasaran tersebut, kebijaksanaan dan langkah-langkah
vang petlu ditempuh untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut antara lain :
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b,

1), Mengusahakan agar pelayanan kesehatan berada sedekat mungkin dengan mas-
varakat terulama masyarakat pedesaan,

2). Tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan yang sejauh mungkin dapat
dijangkau oleh kemampuan masyarakat.

d). Peningkatan nilai gizi makanan rakyat.

4). Dalam pelaksanaan kesehatan diutamakan usaha kesehatan preventif.

8). Pemberantasan penyakit menular,

6). Mengusahakan air minum sehat (bersih) perlu ditingkalkan untuk memenuhi
kebutuhan vang terus meningkat.

Keluarga Berencana, ;
Salah satu usaha untuk menurunkan kecepatan pertambaban penduduk serta me-

ningkatkan kesejahleraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarma kecil
yang bahagia, terutama dilakukan melalui program Keluarga Berencana,

Agar program Keluarga Berencana dapal berjalan baik, peru adanya usaha-usaha

antara lain sebagai berikut :

1). Mengadakan penyuluban-penyuluhan kepada masyarakat di desa melalui sislim
Banjar,

2). Meningkatkan pengadaan fasilitas program K.B. termasuk pula tenaga medisnya
sebagai faklor primer untuk dapal mempedancar pelaksanaan program lersebut.

3). Jumlah peserta Keluarga Berencana ditingkatkan atas dasar kesadaran dan suka-
rela, memelihara kelestarian peserta Keluarga Berencana vang telah ada.

< Kependudukan.

Mengenal kependudukan, permasalahan yang pokok adalah bertambahnya pen-
duduk yang sangat cepal disatu pihak, dan dilain pihak tanah vang terbatas dalam
artian wadah polensi (dacrah) penampungan vang tetap dan terbatas. Disamping itu
activitas penduduk terbatas pula, adanya income percapita masih rendah, unluk itu
perlu dipertahankan batas minimal pemilikan tansh parapan seluas 2 ha. Dalam
hubungan ini usaha transmigrasi dan keluarga berencana letap digalakkan.

Untuk maksud tersebut perlu ditingkatkan administrasi dan inventarisasi data-data
penduduk melalui instansi bersanghutan, serta penertiban penduduk yang masuk
maupun yang bertempat tinggal di dagrah Bali,

. Pembangunan Desa,

Pelaksanaan program Pembangunan Desa mengharapkan perpaduan antara 2

‘(dua) komponen utama yaitu : program Pemerintah disatu pihak dan partisipasi
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masyarakat dilain pihak untuk meningkatkan Desa Swakarva menuju Desa Swasem-

bada, hal-hal pokok yang pedu ditempuh adalah :

a. Mengintensifkan koordinasi, integrasi dan sinkrunisasi antara berbagai program
Pemerintah (sektoral, regional dan lain-lain) vang tertuang di Desa.

h. Pembinaan partisipasi masyvarakat lewal LSD, dengan lebih intensif dan kontinew
antara lain

1). Pembinaan kesadaran terutama terhadap perinsip gotong royong.

2). Pembinaan Desa Dinas dan Desa Adat sesuai dengan peningkatan pem bangu-
nan.

3). Peningkatan Prasarana Desa.

4). Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat Desa,



9. Pemukiman/Perumahan Kakyat.

Dalam ranpka peningkatan kesejahteraan rakyal, disamping penyediaan sandang
dan pangan pada tingkat harga yang wajar serta perluasan lapangan kerja maka pem-
bangunan perumahan rakyat merupakan sasaran yang penting. Untuk program peru-
mahan peru dikembangkan sualu sistim yang lebih terarah dan terpadu yang berkai-
tan dengan tata guna tanah perkotaan dan pedesaan serta keschalan lingkungan per-
mukiman. Disamping itu penyuluhan mengenai telinik pembangunan perumahan dan
program pemugaran perumahan dan lingkungan desa periu ditingkatkan agar semakin
banyak rakyat mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat pula khusus-
nya pada masyarakat pedesaan.

10, Kescjuhteraan Sosial,

Meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk dengan jalan mean berikan bantuan
soslal, pengadaan sarana dan jaminan tempal penampungin eacal mental dan fisik dan
tuna kerja.

11, Femuda / Olah Raga.

Pembangunan bidang kepemudaan adalah integral dengan pembangunan bangsa
pada umumnya. Agar pemuda dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan Nasio-
nal yang semakin meningkat, satu dan lain ikut bertanggung jawab terhadap kesejah-
teraan Nusa dan Bangsa maka pembinaan generasi muda akan ditingkalkan terus me-
lalui rencana-rencana yang konkril,

Spsaran-sasaran pokok yang hendak dicapai antara lain sebapai berikut @

a. Menyalurkan aktifitas melalui pembinaan mental dan fisik, guna mengurangi he-
nakalan remaja.

b. Menyalurkan dan meningkatkan peranan wanita dalam usaha menunjang kesejah-
teraan sosial.

¢. Usaha-usaha penvaluran dan penanggulangan terhadap anak-anak drop-out dari
pendidikan.

d. Peningkatan prestasi dan sarana olah raga denpan usaha penyediaan fasilitas dan
pusat kegiatan olah raga disetiap lingkungan pemukiman. ’

12. Peranan Wanita.

Wanita perdu diberi peranan aktif dalam setiap kesempatan, untuk benar-benar
dapat mengembangkan pribadiuya sesuai dengan harkat hidupnya sebagal wanita.
Untuk mencapai seperti apa yang tclah disebutkan diatas, maka wanita pedu diberi-
kan kondisi yang sesuai untuk maksud ilu dengan memberikan Kesempatan pendidi-
kan vang diperdukan untuk pengembangan, serta usaha-usaha untuk mengikut serta-
kan wanita didalam gerak pem banpunan.

Didalam peranannya sebagai pelaksana pembangunan maka sasaran yvang hendak di-
tuju antara lain adalah sebagai berikut

a. Meningklatknu peranan dan tanggung jawab kaum wanita dalam pembangunan
dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diberbagai bidang yang
sesttal dengan Kebutuhannya melalui wadah organisasi wanita.

b. Meningkatkan kemampuan organisasi wanita didalam penyediaan dana, prasarana
dan sarana, sehingga kepiatan-kegiatannya sebagal pelaksanaan pembangunan yaitu
memberikan penyuluhan, pendidikan dan pembinaan dapat berjalan lancar.
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ADMINISTRAST PEMERINTAHAN, HUKUM, KAMTIBMAS, PENERANGAN DAN

KOMUNIKASE SOSIAL

1, Adminiscrasi Pemcrintaban Dacrah.

i,

b,

e,

2.H

Peranan Kepala Wilayah/Daerah sebagai penguasa tunggal di Dacrah sesuai dengan
jiwa Undang-Undang No. & tahun 1974,

Perlu ditingkatkan koordinasi dan mekanisme kerja antara pimpinan dacrah dalam
menanggulangi masalah-masalah sosial politik secara tepat dan cepal, untuk jtu
perlu adanva komunikasi timbal balik,

. Perlu adanya peningkatan ketrampilan dan disiplin para aparatur Pemerintahan di

Daerah.

. Perlu adanya peningkatan prasarana dan sarana kerja dalam menunjang tugas-tugas

administrasi pemerintaban,
Adanya sistim Pemerintahan dan mekanisme pemerintahan desa vang mantap.
ukum.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Hukum adalah terciptanya

kepastian hukum (tertib hukwm) dalam masyarakal pada umumnya, dan terciptanya
rasa keadilan. Khusus dalam hukum tata pemerintabian, didalam pelaksanaan urusan-
urusan pemerintah Daerah, baik dibidang urusan otonomi (swa tantra) dan tugas-
tugas pembantuan, sasarannya adalah : terciptanya tertib hukum dalam usaha men-
capai hasil guna dan daya puna yvang sebesar-besarnya.

Dalam mencapai tujuan tersehul hal-hal vang periu ditem puh antara lain

.

b.

Meningkalkan ketrampilan aparal-aparat perencanaan hukum baik dengan jalan
penataran maupun dengan penvediaan buku pengetahuan hukum.

Inventarisasi, pengumpulan dan mendokumentir peraturan perundangan vang ber-
laku baik dibidang dekonsentrasi, urusan olorisasi, tugas pembantuan, maupun
peranan nilai-nilai hukum adat, dalam sumbangannya terhadap hukum nasional.

e, Inventarisasi dan dokumentasi data-data materi hukum.

« Menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat lewat penerangan.

B Kamtibmas,
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Keamanan, keteriban dalam masyarakat perdu dipelihara, bedandaskan Ideologi
Pancasila dan [L.1.D. 45, dalam usaha menciptakan rasa aman dalam menunjang
suksesnya pembangunan.

- Perlu diciptakan suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan

kegiatan sccara aman, tertib dan teratur,

. Partisipasi dan simpati masyarakat hendaknya diwujudkan dalam suksesnya pem-

bangunan.

. Perlu diadakan pembinaan bagl wamga masyarakal, golongan umat, organisasi-

organisasi seperti Propinsi dan fungsionil sesuai dengan fungsinya sehingga tereipta
suatu kerukunan sosial yang harmonis,

. Dalam keamanan politik, komunikasi politik, baik antar kekuatan sospol sendiri

maupun sosial politik dengan aparatur Pemerintah perlu ditingkatkan untuk me-
nimbulkan suasana yang mantap.



4. Penerangan dan komunikasi sosial,

a. Dalam rangka mensukseskan pembangunan di Daerah peru ditingkatkan kegiatan
penerangan dan peranan kemunikasi sosial lainnya keseluruh pelosok Daerah se-
perti peranan radio, televisi dan berita-berita per-surat kabaran dan majalah-maja-
lah.

b. Pembinaan dan pengembangan pers di Daerah harus didasarkan pada semangat dan
jiwa Pancasila.

c. Melalui penerangan dan komunikasi sosial diharapkan dapat menimbulkan gelora
semangal pengabeian, persaluan, tanggung jawab, serta parlisipas] masyarakat da-
lam pembangunan.

FoStrategi Pembiayaan.

Untuk melaksanakan hal-hal vang diuraikan diatas, disamping faklor manusia,
maks [aklor hiaya memegang peranan vang sangat menentukan. Pada prinsipnya
uniuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah Bali terutama akan diusaha-
kan dar sumber yang berasal dari dalam neperi, baik yang berasal dari sektor Peme-
rntah maupun yang berasal dari masyarakat/sektor swasta. Bantuan dari Luar Negeri
juga diharapkan, tetapi sifalnya hanvalah sebagai pelengkap saja.

Kebijaksanaan vang ditempuh untuk meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dari

Dalam Neger adalah sebagai bevikut

1. Diharapkan agar hantuan Pemernlab Pusal terus ditingkatkan sesuai dengan laju
pem bangunan di Daerah Bali,

2. Meningkatkan pendapatan asli Daerah sendiri dengan jalan
a, Intensifikasi penggalian sumbersumber yang telah ada.
b. Extensifikasi wvailt menggali sumbersumber baru lanpa menambah beban

rakyatl banvak.

3. Menciplakan iklim yang sehat untuk kelancaran berusaha dengan maksud untuk
meningkatkan partisipasi masyarakal/sektor swasta didalam pembangunan Dacrah
Bali melalui PMDN,

BABE - IV.
PENUTLUP,

APelaksanaan,

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali ditetapkan oleh D.P.R.D. berupa Peraturan
Daerah dan Pelaksanaannya dilakukan oleh Gubemur Kepala Daerah/Wilayah Pro-
pinsi Dacrah Tingkat 1 Bali berupa Peraturan-Peraturan dan atau Garis-Garis Kebi-
jaksanaan.

2, Setiap lima tahun sekali, Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali ini akan diperbaiki
alau disusun kembali dan disesuaikan denpgan perkembangan yvang terjadi disegala
hidang.

4. Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun
dituangkan dalam rencana operasionil dalam bantuk A.P.B.D.
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B. Persvaratcan.

50

Berhasilnya rencana pembangunan di Daerah Bali tergantung pada kondisi 50-
sial-ckonomi di Daerah Bali serta partisipasi seluruh masyarakat, baik ditingkat
Daerah maupun ditingkat Nasional.

Berhasilnya pembangunan Daerah berarti berhasilnya pula pembangunan Nasi-
onal, sehingga pelaksanaan pembangunan harus disertai dengan tekad dan semangat,
ketaatan dan disiplin seluruh rakyat terutama sekali tekad, semangal, ketaatan dan
disiplin seluruh aparat pelaksana.



